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KATA PENGANTAR


Syukur alhamdulillah kami panjatkan kehadirat Alloh SWT. Karena berkat rahmat-Nya kami dapat menyelesaikan tugas pembuatan Rancangan Awal Rencana Kerja  (Ranwal Renja) Tahun 2023 Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKPD).

Rencana kerja merupakan wujud dari implementasi program yang telah dituangkan dalam dokumen Perubahan Rencana Strategis  ( P- Renstra ) Tahun 2018 - 2023,  oleh sebab itu Rencana kerja memuat seluruh kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKPD) dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Pasuruan yang telah ditetapkan. Seluruh kegiatan yang akan dilaksanakan tentunya telah disesuaikan dan diarahkan pada pencapaian tujuan serta sasaran yang hendak dicapai. 

Sebagai OPD yang memiliki peran strategis dalam pengelolaan keuangan daerah maka kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan diharapkan akan memberikan dampak terhadap akuntabilitas kinerja keuangan daerah yang pada gilirannya nanti akan berpengaruh terhadap kinerja Pemerintah Daerah dalam meningkatkan layanan publik.


Sasaran indikator kinerja yang menjadi tolak ukur keberhasilan seluruh kegiatan adalah Laporan Keuangan dengan opini WTP; Nilai Sakip PD.

Harapan kami bahwa dengan tersusunnya Rancangan Awal Rencana kerja tahun 2023, seluruh kegiatan yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan dengan baik dan tentunya saran dan kritik akan selalu menjadi perhatian kami demi kesempurnaan program kegiatan kedepan, kami menyadari dalam penyusunan rencana Kerja (Renja), 

Ini masih terdapat kekurangan di dalam penyajiannya.kepada Pihak yang terlibat dalam penyusunan Renja ini kami ucapka terimakasih
Demikian Rancangan Awal Rencana Kerja (Ranwal Renja) kami untuk tahun 2023 mudah – mudahan berguna dan bermanfaat serta dalam penyusunan Renja ini mendapatkan Ridho dari Alloh SWT. Amin.







        Pasuruan,      Januari 2022
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LAMPIRAN 
    : PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR 
    :                      TAHUN 2022
TANGGAL
    :                      TAHUN 2022
tentang 
rencana kerja 
badan PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH 
kabupaten pasuruan tahun 2023
BAB I
Pendahuluan 
1.1. Latar Belakang
 Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perangkat daerah wajib menyusun  Rencana Kerja (Renja) sebagai dokumen perencanaan tahunan. Penyusunan bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, dan lokasi kegiatan kelompok sasaran serta prakiraan maju. Rencana kerja perangkat daerah disusun berpedoman pada rencana strategis perangkat daerah dan rencana kerja pemerintah daerah. Berdasarkan hal tersebut, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Pasuruan melakukan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023 yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan.
Penyusunan Rancangan Renja merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja yang definitif. Dalam prosesnya, penyusunan Renja mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Rancangan Awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan Renja dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi terkini, evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra yang ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi. Selanjutnya dilakukan penyusunan dokumen Renja sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun rencana dengan mempertimbangkan arah dan kebijakan umum dalam RPJPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2005–2025 serta RPJMD Tahun 2019–2024 Provinsi Jawa Timur dan Perubahan RPJMD Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023.


1.2. Landasan Hukum


Landasan Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023.  adalah sebagai berikut  :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repubik Indonesia Tahun 2014, Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
7. Permendagri no 1 tahun 2019 tentang penyusutan Barang Milik Daerah 

8. Permendagri no 19 tahun 2016 tentang Pengelolaan BMD 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D);
13. Peraturan Daerah P-RPJMD No 10 Tahun 2021 peraturan daerah kabupaten pasuruan nomor 10 tahun 2021 tentang perubahan atas peraturan daerah kabupaten pasuruan nomor 1 tahun 2019 tetang rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten pasuruan tahun 2018–2023
14.    Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2016 Tentang 
Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah;
15. Peraturan daerah kabupaten pasuruan nomor 8 tahun 2021 tentang perubahan kedua atas peraturan daerah nomor 16 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah
16.   Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 188 Tahun 2021 Tentang dudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Pasuruan 
17. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 189 Tahun 2021 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Pasuruan
1.3. Maksud dan Tujuan 
1.3.1. Maksud
1. Memberikan informasi pencapaian hasil tahun sebelumnya serta kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Pasuruan.
2. Menjabarkan rencana strategis perencanaan pembangunan yang telah dituangkan dalam Perubahan Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Pasuruan dalam bentuk rencana kerja dan anggaran yang dibutuhkan untuk melaksanakan rencana kerja.
1.3.2. Tujuan
1. Sebagai acuan dalam penyusunan RKA-DPA Tahun 2023;
2. Sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan penganggaran dengan memperhatikan kerangka regulasi dan kerangka anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Pasuruan yang telah ditetapkan pagu dana indikatifnya.
1.4. Sistematika Penulisan 


Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Pasuruan agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.
1.1. Latar Belakang
Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Pasuruan, proses penyusunan Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Pasuruan, keterkaitan antara Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Pasuruan dengan dokumen RKPD dan Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Pasuruan.
1.2. Landasan Hukum
Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Pasuruan, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Badan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Pasuruan.
1.3. Maksud dan Tujuan
Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Daerah Kabupaten Pasuruan.
1.4. Sistematika Penulisan
Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Daerah Kabupaten Pasuruan, serta susunan garis besar isi dokumen.
BAB II.
  HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dan Capaian Renstra di Tahun 2023
Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Badan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Pasuruan tahun 2021 dan pencapaian target Renstra Badan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2021 di tahun keempat (2019).
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan
Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM (bagi perangkat daerah yang melaksanakan SPM), maupun terhadap Indikator Kinerja Utama.
Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Berisikan uraian mengenai:
1. Tingkat kinerja pelayanan dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan;
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi;
3. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan; dan
4. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD;

2.5 Penelaahan usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
BAB III.
TUJUAN DAN SASARAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN
3.1. Telaah terhadap Kebijakan Nasional dan Prioritas Nasional;
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
Berisikan tujuan dan sasaran yang tercantum pada Renstra sesuai tahun berkenaan. Tujuan dan Sasaran dilengkapi dengan indikator tujuan dan indicator sasaran beserta target tahun 2023.
3.3. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan
Berisikan tabel rencana program dan kegiatan Perangkat Daerah
BAB IV.
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Disajikan dalam bentuk matrik rencana program dan kegiatan disertai penjelasan diluar tabel mengenai uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi:
· Jumlah program dan jumlah kegiatan yang direncanakan
· Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.
BAB V.
PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian dalam pelaksanaan renja, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.
BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2021 DAN PERKIRAAN CAPAIAN RENJA TAHUN 2022 SERTA CAPAIAN RESNTRA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN  DAERAH TAHUN 2018-2023 
2.1. 
Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2021 dan Perkiraan Capaian Renja Tahun 2022 serta Capaian Renstra BPKPD
Untuk memantapkan perencanaan pembangunan tahun 2023 diperlukan evaluasi hasil capaian Renja tahun 2021 dan perkiraan pencapaian Renja tahun 2022. Pada pelaksanaan kegiatan tahun 2022 secara umum Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah telah dapat memenuhi tugas dan fungsi yang dibebankan kepada organisasi. Tujuan pembangunan Badan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah telah ditetapkan dan dituangkan dalam pernyataan visi dan misi Bupati. 
Oleh karenanya, kebijakan yang telah ditetapkan dalam kerangka kinerja pembangunan daerah harus dapat menginformasikan sejauh mana kebijakan tersebut dalam mendukung tujuan pembangunan Kabupaten Pasuruan. Adapun representasi ketercapaian tujuan pembangunan daerah tersebut dituangkan dalam capaian kinerja strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah.

Selaku Organisasi Perangkat Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Pasuruan dalam melaksanakan kegiatan pelaksanaan kinerja keuangan tahun 2021 mencapai Sembilan Puluh Satu Koma Tiga Puluh Persen (91,87%) untuk realisasi anggarannya, dan kinerjanya mencapai rata-rata 99.00%, hasil tersebut dapat diartikan kinerja program Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Pasuruan dapat dikategorikan berhasil, namun masih ada beberapa realisasi anggaran yang rendah dengan kegiatan  Pengamanan dan Penghapusan Aset Daerah yang rendah, dikarenakan Perangkat Daerah belum maksimal melaporakan atribut asset barang  dengan baik.
· Aset tanah masih banyak yang belum bersertifikat.
Rendahnya tata tertib administrasi aset hal ini di dukung dengan berkurangnya aktifitas kegiatan penyertifikatan tanah daerah baik di BPN dan BPKPD. Begitu juga dengan Sub Kegiatan ‘Pengembangan Sumber Daya  Aparatur’  tidak terealisasi karena  pembatasan kegiatan sebagai upaya  pengendalian pandemi Covid-19.
Upaya kinerja yang dilakukan dari bidang Anggaran, Akuntansi, Anggaran telah  berhasil dalam pencapaian target  kinerja maupun  realisasi kinerja anggarannya. Hal ini di dukung oleh disiplin tepat waktu serta adanya koordinasi secara intensi intenal maupun eksternal kepada SKPD Pemerintah Kabupaten Pasuruan, namun ada beberapa permasalahan dalam Realisasi pendapatan yang tidak mencapai 2,21 dengan target 2,25. Hal ini dapat dikatakan  tidak berhasil, karena adanya Covid 19 sehingga ada tindak lebih lanjut. Penjadwalan koordinasi terkait dengan Retribusi untuk perbaikan pada OPD penghasil sebagai pelaksana dari Retribusi Daerah,  namun pada Pajak Daerah mengalami kenaikan yang signifikan yaitu sebsar 9,14 dengan target 4%. Hal ini telah didukung dengan kegiatan-kegiatan secara Intensifikasi dan Ekstensifikasi yang tepat yang sesuai pada ketentuan pada sehingga dapat merealisasikan dengan benar. 
Bidang Aset dalam kegiatan Pengamanan asset masih kurang maksimal dalam Pensertifikatan tanah maka perlu adanya Peningkatan Koordinasi dengan BPN. Koordinasi terhadap Perangkat Daerah Dari Permasalahan tersebut tetap diupayakan untuk perbaikan Evaluasi pada tahun berikutnya. Pengukuran kinerja ini digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan.
Pada Bidang anggaran permasalahan yang ada adalah banyak nya peraturan dari Pusat terkait Covid 19 sehingga banyak pergeseran anggaran sebelum perubahan Anggaran, yang mengakibatkan angka belanja berubah-rubah, pada perangkat Daerah yang harus menyesuiakan rekening belanja. Bidang akuntansi dengan permasalahan diantaranya mensinkronkan laporan dengan dua sistem simda dan sipd sehingga lebih teliti dan lebin intens dengan Perangkat Daerah terkait koordinasi hal tersebut.  Bidang Pendapatan ada beberapa masalah dengan Wajib Pajak yang di domisili di luar kota sehingga sulit untuk dikoordinasikan.
 Pelaksanaan program kegiatan dan sub kegiatan tentunya menjadi langkah awal untuk capaian anggaran dan kinerja dengan mengevaluasi anggaran dan kinerja pada tahun 2021 dan tahun 2022. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan tentunya akan mendukung pencapaian dari Visi dan Misi Pemerintah Daerah yang dituangkan pada sasaran Pemerintah Daerah yang menjadi tujuan Perangkat Daerah.   
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	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah dan Pencapaian Renstra 
Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah s/d Tahun 2022 Kabupaten Pasuruan

	
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	

	Kode
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)
	Target Renstra Badan Keuangan Daerah Tahun 2022
	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020
	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun  2021
	Target program dan kegiatan Tahun 2022
	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Badan Keuangan Daerah s/d tahun 2022
	
	

	
	
	
	
	
	Target Renja Badan Keuangan Daerah tahun 2021
	Realisasi Renja Badan Keuangan Daerah tahun 2021
	Tingkat Realisasi (%)
	
	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2022
	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8=(7/6)
	9
	10=(5+7+9)
	11=(10/4)
	
	

	4.04. 4.04.05 . 01
	PROGRAM PELAYANAN  ADMINISTRASI PERKANTORAN
	Prosentase Pemenuhan pelayanan kantor
	-
	100
	100%
	100%
	100
	-
	-
	-
	
	

	4.04. 4.04.05 . 01 . 01
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
	Jumlah surat yang dikirim melalui jasa kurir
	-
	800 pucuk
	480
lembar
	480
lembar
	100
	-
	-
	-
	
	

	4.04. 4.04.05 . 01 . 02
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
	Jumlah  Pembayaran telp, listrik dan air
	-
	228 Rek/bln
	312
Rek/bln
	312
Rek/bln
	100
	-
	-
	-
	
	

	4.04. 4.04.05 . 01 . 03
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	Jumlah pembelian peralatan dan perlengkapan kantor
	-
	20 unit
	20 unit
	20 unit
	100
	-
	-
	-
	
	

	4.04. 4.04.05 . 01 . 07
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
	Jumlah Pembayaran honor panitia pelaks.kegiatan dan pengelola keuangan 
	-
	250 org/bulan
	340
org/bln
	340
org/bln
	100
	-
	-
	-
	
	

	4.04. 4.04.05 . 01 . 08
	Penyediaan Alat Tulis Kantor
	Jumlah pembelian alat tulis kantor
	-
	35 jenis
	20 jenis
	20 jenis
	100
	-
	-
	-
	
	

	4.04. 4.04.05 . 01 . 09
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
	Jumlah Cetak  dan Penggandaan 
	-
	180 eksemplar
	20
Exemplar
	20
Exemplar
	100
	-
	-
	-
	
	

	4.04. 4.04.05 . 01 . 10
	Penyediaan Makanan dan Minuman
	Jumlah kegiatan rapat dan tamu
	-
	195 kali
	810 kali
	810 kali
	100
	-
	-
	-
	
	

	4.04. 4.04.05 . 01 . 11
	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
	Jumlah Perjalanan Dinas ke luar  Daerah
	-
	16 orang/kali
	200
orang/kali
	200
orang/kali
	100
	-
	-
	-
	
	

	4.04.4.04.05.13
	Penyusunan laporan Kinerja dan Keuangan
	Laporan Kinerja Tribulanan dan Tahunan
	-
	
	40
orang/kali
	40
orang/kali
	100
	-
	-
	-
	
	

	4.04.4.04.05.14
	Pengembangan Sumber Daya Aparatur 
	Jumlah Peserta Bimtek  
	-
	
	8 laporan
	8 laporan
	100
	-
	-
	-
	
	

	4.04. 4.04.05 . 02
	PROGRAM SARANA DAN PRASARANA 
	Prosentase Sarpras Kondisi Baik
	-
	                                                      100%
	                                       100%
	100%-                                   
	                                         100%
	-
	-
	-
	
	

	4.04. 4.04.05 . 02 . 01
	Pengadaan peralatan kantor
	Jumlah pengadaan peralatan kantor
	-
	50 unit
	62 unit
	62 unit
	100
	-
	-
	-
	
	

	4.04. 4.04.05. 02.02
	Pengadaan Mebelair
	Jumlah Pengadaan Mebeler 
	-
	
	2 unit
	2 unit
	100
	-
	-
	-
	
	

	4.04. 4.04.05 . 02 . 03
	Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor
	Jumlah pemeliharaan gedung kantor
	-
	2 unit
	3 Unit
	3 Unit
	100
	-
	-
	-
	
	

	4.04. 4.04.05 . 02 . 04
	Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional
	Jumlah pengadaan kendaraan bermotor
	-
	36 unit
	828 unit -Kali
	828 unit -Kali
	100
	-
	-
	-
	
	

	4.04. 4.04.05 . 02 . 05
	Pemeliharaan Rutin/berkal Mebeler 
	Jumlah pemeliharaan Mebeler 
	-
	
	52  kali
	52  kali
	100
	-
	-
	-
	
	

	4.04. 4.04.05 . 02 . 06
	Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Kantor
	Jumlah pemeliharaanPeralatan Kantor
	-
	80 unit
	20 unit-Kali
	20 unit-Kali
	
	-
	-
	-
	
	

	4.04. 4.04.05 . 17
	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	Ketepatan penetapan APBD
	-
	Tepat                                                        
	    Tepat waktu
	    Tepat waktu 
	100
	-
	-
	-
	
	

	4.04. 4.04.05 . 17 .100
	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD dan P. APBD 
	Jumlah Penyusunan rancangan Perda tentang APBD,P.APBD dan R-Perkada sesuai dengan Peraturan 
	-
	2 Perda
	4 Peraturan
	4 Peraturan
	100
	-
	-
	-
	
	

	4.04. 4.04.05 . 17 .101
	Penatausahaan Pengelolaan Gaji PNS dan Non PNS
	Prosentase Pembayaran Gaji PNS dan Non PNS 
	-
	160.776 orang
	160.776  orang
	160.776 org/bln
	100
	-
	-
	-
	
	

	4.04. 4.04.05 . 17 .102
	Fasilitasi  Optimalisasi Fungsi BUD
	Jumlah SP2D yang terbit
	-
	13.000/lembar
	32.000 Orang  
	27.000 lembar
	100
	-
	-
	-
	
	

	4.04. 4.04.05 . 18 
	PROGRAM PENINGKATAN PELAPORAN KEUANGAN DAERAH
	Ketetapan laporan Keuangan Daerah
	-
	100%
	100%
	100%
	100%
	-
	-
	-
	
	

	4.04. 4.04.05 . 18 . 01
	Peningkatan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
	Jumlah OPD yang telah melaksanakan proses akuntansi  
	-
	3 kali
	56 OPD
	56 OPD
	100
	-
	-
	-
	
	

	4.04. 4.04.05 . 18 . 02
	Pengendalian Realisasi Anggaran dan Realiasasi Pendapatan Daerah
	Jumlah OPD yang telah melaksanakan rekonsilisasi Data
	-
	4 kali
	56 OPD
	56 OPD
	100
	-
	-
	-
	
	

	4.04. 4.04.05 . 18 .03
	Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
	Jumlah Dokumen laporan Keuangan Daerah dan Penyusunan Raperda serta pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 


	-
	22 laporan
	11 Dokumen
	11 Dokumen
	100
	-
	-
	-
	
	

	4.04. 4.04.05 . 19
	PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
	ProsentaseKetepatan OPD dalamlaporan BMD
	-
	                                                         100 % 
	100 %
	100 %
	100 %
	-
	-
	-
	
	

	4.04. 4.04.05 . 19 . 01
	Pengamanan dan Penghapusan asset 
	Jumlah tanah yang bersertifikat
	-
	5 sertifikat
	15 berkas
	15 berkas
	
	-
	-
	-
	
	

	4.04. 4.04.05 . 19 . 02
	Penertiban Penggunaan dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah
	Jumlah Laporan Dokumen tentang penerbitan Penggunaan dan pemanfaatan BMD 
	-
	-
	65 OPD
	65 OPD
	100
	-
	-
	-
	
	

	4.04. 4.04.05 . 19 . 03
	Perencanaan dan Penyusunan RKBMD
	Jumlah laporan Dokumen tentang Perencanaan dan Penyusunan RKBMD 
	-
	90 laporan
	124 Dokumen
	90 laporan 
	100
	-
	-
	-
	
	

	4.04. 4.04.05 . 19 . 04
	Penatausahaan dan Pelaporan BMD 
	Jumlah laporan OPD tentang BMD 
	-
	4 kali
	56 OPD
	56 OPD
	
	-
	-
	-
	
	

	4.04. 4.04.05 .20
	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PAJAK DAERAH
	IKM/SKM layanan Pajak Daerah 
	-
	282 %
	94%
	
	
	-
	-
	-
	
	

	4.04. 4.04.05 .20 . 01
	Penatausahaan Pembukuan dan Pelaporan Penerimaan Pendapatan Kabupaten Pasuruan
	Jumlah laporan hasil pusat dan laporan tertib adm penerimaan Pendapatan . 
	-
	36 laporan
	53 Laporan
	53 Laporan
	100
	-
	-
	-
	
	

	4.04. 4.04.05 .20 . 02
	Penetapan dan Perhitungan Pajak Daerah
	Jumlah Penetapan SKP dan Nota Perhitungan 
	-
	25.509 SKP
	27.504 WP
	27.504 WP
	100
	-
	-
	-
	
	

	4.04. 4.04.05 .20 .03
	Penyampaian SPOPD
	Jumlah formulir yang disampaikan Ke wajib pajak Tentang PBB 
	-
	725.000 lembar
	750.000 WP
	750.000 WP
	100
	-
	-
	-
	
	

	4.04. 4.04.05 . 17 . 04
	Pendaftaran dan Pendataan Pajak Daerah
	Jumlah Penetapan SKP dan Nota Perhitungan
	-
	753.864 WP
	788.000 WP
	788.000 WP
	100
	-
	-
	-
	
	

	4.04. 4.04.05 .21
	PROGRAM PENINGKATAN PAJAK DAERAH
	Prosentase Peningkatan Daerah (PAD)
	-
	15%
	5%
	….
	….
	-
	-
	-
	
	

	4.04. 4.04.05 .21 . 01
	Sosialisasi dan Pengembangan Pendapatan Asli Daerah  
	Jumlah Wajib Pajak yang di monitoring dalam suatu Wilayah 
	-
	2 kali
	100 WP
	100 WP
	100
	-
	-
	-
	
	

	4.04. 4.04.05 . 21 .02
	Penagihan dan Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah 
	Jumlah penagihan Pajak Daerah 
	-
	282 Desa
	1.351.00 WP
	1.351.00 WP
	100
	-
	-
	-
	
	

	4.04. 4.04.05 . 21 .03
	Peningkatan dan Pengembangan PAD di UPT Pelayanan Pajak Daerah  Wil.I 
	Prosentase Intensifikasi Penerimaan PAD
	-
	95%
	100%
	95%
	95
	-
	-
	-
	
	

	4.04. 4.04.05 . 21 . 04
	Peningkatan dan Pengembangan PAD di UPT Pelayanan Pajak Daerah  Wil.II
	Prosentase Intensifikasi Penerimaan PAD
	-
	94%
	100%
	94%
	94
	-
	-
	-
	
	

	
	Peningkatan dan Pengembangan PAD di UPT Pelayanan Pajak Daerah  Wil.III
	Prosentase Intensifikasi Penerimaan PAD
	-
	90%
	100%
	90%
	90
	-
	-
	-
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Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Badan Keuangan Daerah dan Pencapaian Renstra 

Badan Keuangan Daerah s/d Tahun 2021 Kabupaten Pasuruan




	Kode
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)
	Target Renstra Badan Keuangan Daerah Tahun 2022
	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020
	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun  2021
	Target program dan kegiatan Tahun 2022
	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Badan Keuangan Daerah s/d tahun 2022

	
	
	
	
	
	Target Renja Badan Keuangan Daerah tahun 2021
	Realisasi Renja Badan Keuangan Daerah tahun 2021
	Tingkat Realisasi (%)
	
	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2022
	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8=(7/6)
	9
	10=(5+7+9)
	11=(10/4)

	
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	Persentase Peningkatan Pendapatan Daerah
	
	
	3 %
	3.36%
	112%
	3 %
	
	

	
	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah
	IKM/SKM Layanan Pajak Daerah
	
	
	87%
	87%
	100%
	87%
	
	

	
	
	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
	
	
	4%
	7 %
	175%
	4%
	
	

	 
	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah
	Jumlah penerbitan dokumen  SPOP/ NPWPD/ SPTPD
	
	
	500 Dokumen
	500 Dokumen
	100%
	500 Dokumen
	
	

	
	
	Jumlah Obyek Pajak Daerah yang didata dan didaftarkan di UPT 1
	
	
	300 Obyek Pajak
	300 Obyek Pajak
	100%
	300 Obyek Pajak
	
	

	
	
	Jumlah Obyek Pajak Daerah yang didata dan didaftarkan di UPT 2
	
	
	220 Obyek Pajak
	220 Obyek Pajak
	100%
	220 Obyek Pajak
	
	

	
	
	JUmlah laporan hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah
	       15 laporan
	
	
	
	
	15 laporan
	
	

	 
	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah
	Jumlah Dokumen Wajib Pajak yang dilayani dan berkonsultasi
	
	
	      8500 WP
	8500 WP
	100%
	      8500 WP
	
	

	
	
	Jumlah layanan dan Konsultasi Pajak Daerah
	      4 layanan 
	
	
	
	
	      4 layanan
	
	

	 
	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah
	Jumlah Basis data objek pajak daerah yang dikelola
	
	
	821.123
	821.123
	100%
	821.123
	
	

	
	
	Jumlah objek pajak yang di sesuaikan NJOPnya  
	7600 bjek Pajak
	
	
	
	
	7600 bjek Pajak
	
	

	
	Penetapan Wajib Pajak Daerah
	Jumlah Objek pajak  yang ditetapkan Dokumen SKP dan Nota Perhitungan

	
	
	821.123
	821.123
	100%
	821.123
	
	

	
	
	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah
	      801.123 Dokumen
	
	
	
	
	      801.123 Dokumen
	
	

	
	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
	Jumlah SPPT PBB-P2 yang diterbitkan
	77700 SPPT PBB-P2
	
	77700 SPPT PBB-P2
	77700 SPPT PBB-P2
	100%
	77700 SPPT PBB-P2
	
	

	
	
	Jumlah SPPT PBB-P2 yang didistribusikan ( diatas Rp.500.000)

	
	
	8702 SPPT PBB-P2
	8702 SPPT PBB-P2
	100%
	8702 SPPT PBB-P2
	
	

	
	
	Jumlah SPPT PBB-P2 yang didistribusikan (> Rp.500.000)
	
	
	5725 SPPT PBB-P2
	5725 SPPT PBB-P2
	100%
	5725 SPPT PBB-P2
	
	

	
	
	Jumlah SPPT PBB-P2 yang didistribusikan (> Rp.500.000)
	
	
	2977 SPPT PBB-P2
	2977 SPPT PBB-P2
	100%
	2977 SPPT PBB-P2
	
	

	
	
	Jumlah SSPD BPHTB yang terverifikasi

	
	
	8000 SSPD BPHTB
	8000 SSPD BPHTB
	100%
	8000 SSPD BPHTB
	
	

	
	
	Jumlah objek pajak yang di sesuaikan NJOPnya  
	7600 bjek Pajak
	
	
	
	
	7600 bjek Pajak
	
	

	
	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah
	Jumlah laporan penerimaan pajak daerah

	
	
	56 laporan
	56 laporan
	100%
	56 laporan
	
	

	
	
	JUmlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang telah dilakukan penelitian dan Verifikasi
	54 dokumen
	
	
	
	
	54 dokumen
	
	

	
	Penagihan Pajak Daerah
	Jumlah Dokumen terkait penagihan pajak daerah yang diterbitkan  (STPD, Surat teguran, Surat Paksa, Surat penyitaan)
	
	
	8990 dokumen
	8990 dokumen
	100%
	8990 dokumen
	
	

	
	
	Jumlah Dokumen terkait penagihan pajak daerah yang disampaikan  (STPD)
	
	
	1259 dokumen
	1300 dokumen 
	103%
	1259 dokumen
	
	

	
	
	Jumlah Dokumen terkait penagihan pajak daerah yang disampaikan  (STPD)

	
	
	840 dokumen
	880 dokumen 
	104%
	840 dokumen
	
	

	
	
	Jumlah Dokumen hasil pelaksanaan Penagihan pajak Daerah
	8990 Dokumen
	
	
	
	
	8990 Dokumen
	
	

	
	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah
	Presentase penyelesaian pengajuan keberatan pajak
	
	
	100%
	100%
	100%
	100%
	
	

	
	
	Jumlah Dokumen hasil penyelesaian keberatan pajak Daerah
	10 Dokumen
	
	
	
	
	10 Dokumen
	
	

	
	Perencanaan pengelolaan pajak daerah
	Persentase peningkatan pajak daerah
	
	
	69%
	      69%
	100%
	69%
	
	

	
	
	Jumlah Dokumen rencana Pengelolaan Pajak Daerah
	2 Dokumen
	
	
	
	
	2 Dokumen
	
	

	
	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah
	Jumlah LHM/ pemeriksaan pajak
	
	
	24 laporan
	24 laporan
	100%
	24 laporan
	
	

	
	
	Jumlah laporan hasil Pengolahan,pemeliharaan dan Pelaporan basis Data Pajak Daerah
	53 Laporan
	
	
	
	
	53 Laporan
	
	

	
	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah
	Persentase Peningkatan Retribusi Daerah

	
	
	       7%
	4%
	57.1%
	-12.08%
	
	

	
	
	Jumlah laporan hasil pembinaan dan pengawasan pengelolaan Retribusi Daerah
	2 laporan
	
	
	
	
	2 laporan
	
	

	
	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah 
	jumlah kegiatan penyuluhan dan penyebarluasan informasi
	
	
	8 laporan 
	8 laporan
	100%
	8 laporan 
	
	

	
	
	Jumlah laporan pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak  Daerah
	8 laporan
	
	
	
	
	8 laporan
	
	

	
	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah
	Jumlah Dokumen  analisis dan pengembangan Pajak Daerah
	
	
	2 Dokumen 
	2 Dokumen
	100%
	2 Dokumen 
	
	

	
	
	jumlah kebijakan pajak daerah
	2 dokumen dan 12 dokumen kebijakan
	
	
	
	
	2 dokumen dan 12 dokumen kebijakan
	
	

	
	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah yang sesuai standar

	          86%
	
	          86%
	86%
	100%
	          86%
	
	

	 
	Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah
	Persentase penyusunan Dokumen dan Laporan Barang Milik Daerah yang sesuai standar yang sesuai standar

	100%
	
	100%
	100%
	100%
	100%
	
	

	 
	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah

	Jumlah Dokumen Penggunaan,Pemanfaatan pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan BMD yang disusun
	
	
	130 Dokumen
	130 Dokumen
	100%
	130 Dokumen
	
	

	
	
	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah
	150 Dokumen

	
	150 Dokumen

	150 Dokumen

	100%
	150 Dokumen

	
	

	
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah
	Jumlah tersusunnya lap.RKBMD pengadaan & RKBMD pemeliharaan APBD/P.APBD

	112 LAPORAN


	
	112 LAPORAN


	112 laporan 
	100%
	112 LAPORAN


	
	

	
	
	Tersusunnya Laporan Rencana Kebutuhan Pengadaan dan Pemeliharaan BMD.
	130 Dokumen 
	
	
	
	
	130 Dokumen
	
	

	 
	Pengamanan Barang Milik Daerah
	Persentase perbandingan dokumen Sertifikat Tanah yang Terbit terhadap total aset tanah
	
	
	30%
	11 %
	36.7%
	66%
	
	

	
	
	Jumlah laporan hasil  Pengamanan BMD
	110 Dokumen
	
	
	
	
	110 Dokumen
	
	

	
	
	
	500  laporan
	
	
	
	
	500  laporan
	
	

	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah
	Jumlah  OPD yang dokumen penatausahaan BMD sesuai ketentuan
	
	
	68 OPD
	68 OPD 
	100%
	68 OPD
	
	

	
	
	Jumlah Pelaksanaan Pembinaan Penatausahaan Barang Milik Daerah
	4 kali
	
	
	
	
	4 kali
	
	

	
	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah
	Persentase kesesuaian lap. BMD PD dengan LRA dan Bidang Aset
	          
	
	          100%
	100%
	100%
	          100%
	
	

	
	
	Jumlah laporan Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan laporan BMD
	          8 laporan
	
	
	
	
	        8 laporan
	
	

	
	Penyusunan Laporan Barang Milik Daera
	Jumlah laporan BMD Pemda yang sesuai standart
	
	
	4 Laporan


	4 lporan 
	100%
	4 Laporan


	
	

	
	
	Jumlah laporan BMD yang sesuai ketentuan
	4 Laporan


	
	
	
	
	4 Laporan


	
	

	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah
	Jumlah  OPD yang dokumen penatausahaan BMD sesuai ketentuan
	
	
	68 OPD
	68 OPD 
	100%
	68 OPD
	
	

	
	
	Jumlah Pelaksanaan Pembinaan Penatausahaan Barang Milik Daerah
	4 kali
	
	
	
	
	4 kali
	
	

	
	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	Persentase Penyusunan APBD dan laporan keuangan tepat waktu sesuai ketentuan
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah
	Persentase penyelesaian dokumen anggaran daerah tepat waktu
	100%
	
	100%
	100%
	100%
	100%
	
	

	
	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS
	Jumlah Prosentase Dokumen RKA OPD yang di setujui oleh TAPD
	
	
	100%
	100%
	100%
	100%
	
	

	
	
	Jumlah Dokumen  KUA dan PPAS yang di susun
	2 Dokumen
	
	
	
	
	2 Dokumen
	
	

	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
	Jumlah Prosentase Dokumen Perubahan RKA OPD yang di setujui oleh TAPD

	
	
	100%
	100%
	100%
	           100%
	
	

	
	
	Jumlah Dokumen  Perubahan KUA dan PPAS yang di susun
	2 Dokumen
	
	
	
	
	           2 Dokumen
	
	

	
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD
	Prosentase jumlah  dokumen RKA-SKPD

	           
	
	100%
	100%
	100%
	           100%
	
	

	
	
	Jumlah  RKA-SKPD  yang di Verifikasi
	58 RKA SKPD
	
	
	
	
	58 RKA SKPD
	
	

	
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD
	Prosentase jumlah dokumen Perubahan RKA-OPD
	           
	
	100%
	100%
	100%
	           100%
	
	

	
	
	Jumlah  Perubahan RKA-SKPD  yang di Verifikasi
	      58 RKA SKPD
	
	
	
	
	58 RKA SKPD
	
	

	
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD
	Jumlah tersusunnya dokumen Perda tentang APBD dan Perkada tentang Penjabaran APBD
	
	
	     2 Dokumen 
	2 Dokumen 
	100%
	     2 Dokumen 
	
	

	
	
	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD tersusun tepat waktu
	     2 Dokumen
	
	
	
	
	      2 Dokumen
	
	

	
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD
	Jumlah tersusunya  dokumen Perda tentang APBD dan Perkada tentang Penjabaran  Perubahan APBD
	
	
	2 Dokumen
	2 Dokumen 
	100%
	2 Dokumen
	
	

	
	
	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Penjabaran APBD tersusun tepat waktu
	2 Dokumen
	
	
	
	
	2 Dokumen
	
	

	
	Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota


	Jumlah Peserta OPD yang mengikuti pembinaan 
	
	
	65 OPD
	65 OPD
	100%
	65 OPD
	
	

	
	
	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota
	100 orang
	
	
	
	
	100 orang
	
	

	
	Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah
	IKM/ SKM Layanan Perbendaharaan Daerah
	90%
	
	90%
	90%
	100%
	90%
	
	

	
	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah
	Rasio likuiditas Kas Daerah
	
	
	100%
	100%
	100%
	100%
	
	

	
	
	jumlah laporan Penerimaan kas Daerah
	
	
	7000


	8000 laporan 
	114%
	7000


	
	

	
	
	jumlah lémbar SP2D yang terbit
	
	
	13,200 lembar


	17.000 lembar
	12.8%
	13,200 lembar


	
	

	
	
	jumlah lembar  SP2B yang terbit
	
	
	4000 lembar


	 5000 lembar
	125%
	4000 lembar


	
	

	
	
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan pnngelolaan Kas Daerah
	24.200 Dokumen
	
	
	
	
	24.200 Dokumen
	
	

	
	Penatausahaan Pembiayaan Daerah
	Jumlah laporan analisa investasi
	
	
	2 laporan 
	2 laporan 
	100%
	2 laporan 
	
	

	
	
	Terlaksananya Penatausahaan Pembiayaan Daerah 
	4 Kali
	
	
	
	
	4 Kali
	
	

	
	Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
	Terlaksananya Pengelolaan SiLPA
	
	
	2 kegiatan 
	-
	
	2 kegiatan 
	
	

	
	
	Terlaksananya Pengelolaan SiLPA
	2 Kali
	
	
	
	
	2 Kali
	
	

	
	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD
	Jumlah penerbitan SPD
	
	
	10000 lembar
	-
	
	10000 lembar
	
	

	
	
	Jumlah penerbitan SPD
	25.000 SPD
	
	
	
	
	25.000 SPD
	
	

	
	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya
	Jumlah Laporan Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya
	
	
	7 laporan 
	7 laporan
	100%
	7 laporan 
	
	

	
	
	Jumlah Dokumen sebagai bahan Persyarataan penyaluran dan Pelaporan laporan Dana Alokasi Khusus Fisik melalui aplikasi on line Monitoring system perbendahraan dan Anggran Negara (OMSPAN)


	
	
	27 laporan
	27 laporan
	100%
	27 laporan
	
	

	
	
	Jumlah DOkumen sebagai bahan persyaratan penyaluran dan pelaporan laporan Dana Alokasi Khusus  non Fisik melalui aplikasi pelaporan DAK Non Fisik  
	
	
	45 laporan
	45 laporan
	100%
	45 laporan
	
	

	
	
	Jumlah Bahan Penyusunan laporan dana perimbangan dan Dana Transfer lainnya 
	
	
	9 jenis laporan
	9 jenis laporan
	100%
	9 jenis laporan
	
	

	
	
	Jumlah laporan dana transfer dan perimbangan yang di susun tepat waktu 
	
	
	9 jenis laporan
	9 jenis laporan
	100%
	9 jenis laporan
	
	

	
	
	Jumlah laporan data keuangan/ dana perimbangan dana JKN dan dana BOS yang dikumpulkan dan diterima 
	
	
	48 laporan
	48 laporan
	100%
	48 laporan
	
	

	
	
	Jumlah laporan bahan dan data keungan /dana-dana transfer dan JKN dan BOS yang diperiksa dan diklarifikasi 


	
	
	48 laporan
	48 laporan
	100%
	48 laporan
	
	

	
	
	Jumlah laporan bahan dan data keuangan /dana-dana transfer, Dana JKN dan BOS yangkaji dan di telaah 
	
	
	48 laporan
	48 laporan
	100%
	48 laporan
	
	

	
	
	Jumlah laporan bahan sesui dengan prosedur dan ketentuan yang brlaku sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas 
	
	
	48 laporan
	48 laporan
	100%
	48 laporan
	
	

	
	
	Rekonsiliasi terkait dana perimbangan dana transfer lainnya
	
	
	6 laporan
	6 laporan
	100%
	6 laporan
	
	

	
	
	Jumlah laporan SKPD Pengelolaan Belanja Pegawai 
	
	
	56 SKPD
	56 SKPD
	100%
	56 SKPD
	
	

	
	
	Jumlah SKPD yang mengajukan SPP dan SPM GAji PNS,PTT dan TPP yang diperiksa kelengkapannya sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai syarat kelengkapan pengajuan penerbitan SP2D
	
	
	56 SKPD
	56 SKPD
	100%
	56 SKPD
	
	

	
	
	Jumlah SKPD yang menerima,memeriksa,menelaah, mengklarifikasi data informasi/ Dokumen yang berkaitan  dengan kebutuhan penyusunan perencanaan penggajian pegawai untuk proses lebih lanjut 
	
	
	56 SKPD
	56 SKPD
	100%
	56 SKPD
	
	

	
	
	Jumnlah Dokumen menolah bahan pelaksanaan penerbitan surat keterangan penghentiaan pembayaran (SKPP) gaji pegawai 
	
	
	600 Dokumen
	600 Dokumen
	100%
	600 Dokumen
	
	

	
	
	Jumlah SKPD yang pelaksanaan proses integrase perubahan data base gaji di kabupaten Pasuruan 
	
	
	56 SKPD
	56 SKPD
	100%
	56 SKPD
	
	

	
	
	Jumlah SKPD yang mengelola bahan pelaksanaan perhitungan kebutuahan anggaran gaji pegawai dan TPP  
	
	
	56 SKPD
	56 SKPD
	100%
	56 SKPD
	
	

	
	
	Jumlah laporan pelaksanaan pengelolahan pemberian penghargaan TPP 
	
	
	6 laporan
	6 laporan
	100%
	6 laporan
	
	

	
	
	Jumlah Dokumen menyiapkan bahan pelaksanaan IWP 8 %
	
	
	12 Dokumen 
	12 Dokumen
	100%
	12 Dokumen 
	
	

	
	
	Jumlah Dokumen menyiapkan bahan pelaksanaan rekonsiliasi TAPERA  
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Jumlah Dokumen menyiapkan bahan pelaksanaan rekonsiliasi BPJS Kesehatan 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	JUmlah Dokumen menyiapkan bahan pelaksanaan rekonsiliasi JKK-JKM 
	
	
	12 Dokumen
	12 Dokumen
	100%
	12 Dokumen
	
	

	
	
	Jumla Dokumen pelaksanaan pengelolaan database gaji ASN  
	
	
	12 Dokumen
	12 Dokumen
	100%
	12 Dokumen
	
	

	
	
	Jumlah Dokumen hasil Koordinasi  Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya
	50 Dokumen
	
	
	
	
	50 Dokumen
	
	

	
	Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank
	Terlaksananya Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank
	
	
	           4 Koordinasi 
	4 Koordinasi
	100%
	4 Koordinasi 
	
	

	
	
	Terlaksananya Kerjasama dan pemantauan transaksi non tunai dengan lembaga keuangan Bank dan lembaga keuangan bukan Bank
	2 kali
	
	
	
	
	2 kali
	
	

	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)
	Jumlah laporan Aliran Kas harian
	
	
	134 laporan
	134 laporan
	100%
	134 laporan
	
	

	
	
	Jumlah laporan atas Pemungutan  dan Pemotongan pajak Pusat atas belanja OPD per bulan
	
	
	134 laporan
	134 laporan
	100%
	134 laporan
	
	

	
	
	Jumlah laporan Realisasi  Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)
	300 laporan
	
	
	
	
	300 laporan
	
	

	
	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas
	Terlaksananya  Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas
	
	
	4 Koordinasi 
	4 Koordinasi
	100%
	4 Koordinasi 
	
	

	
	
	Terlaksananya Piutang daerah dan Ansalisis Pembiayaan
	4 Kali
	
	
	
	
	4 Kali
	
	

	
	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait
	Jumlah BA Evaluasi Kas pertribulan dan Koordinasi dengan SKPD terkait Pemotongan dan Penyetoran Pajak pusat
	
	
	268 BA
	268 BA
	100%
	268 BA
	
	

	
	
	Terlaksananya Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait
	268 Dokumen
	
	
	
	
	268 Dokumen
	
	

	
	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan
	Jumlah Peraturan penatausahaan yang diterbitkan 
	
	
	1 peraturan dan 13 Surat Keputusan
	1 peraturan dan 13 Surat Keputusan
	100%
	2 laporan 
	
	

	
	
	Jumlah Petunjuk tekhnik Adiministrasi Keuangan yang berkaitan dengan Penerimaan dan pengeluaran kas serta Penatausaahaan dan Pertanggungjawaban Sub kegiatan
	      1 Dokumen
	
	
	
	
	      1 Dokumen
	
	

	
	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota
	Terlaksananya Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota
	
	
	4 kegiatan
	4 kegiatan 
	100%
	4 kegiatan
	
	

	
	
	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota
	2 Kali
	
	
	
	
	2 Kali
	
	

	
	Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
	Persentase Laporan Keuangan disusun tepat waktu dan sesuai standar
	100%
	
	100%
	100%
	100%
	100%
	
	

	
	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban
	jumlah Laporan Rekonsiliasi atas laporan keuangan SKPD
	
	
	4 laporan
	4 laporan
	100%
	4 laporan
	
	

	
	
	Terlaksananya Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait
	268 Dokumen
	
	
	
	
	268 Dokumen
	
	

	
	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota
	Jumlah dokumen  Laporan Keuangan SKPD Akhir tahun (Unaudited dan Audited) yang disusun sesuai dengan standar
	
	
	5 jenis laporan
	5 jenis laporan
	100%
	5 jenis laporan
	
	

	
	
	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota
	2 kali
	
	
	
	
	2 kali
	
	

	
	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
	jumlah jenis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang dikosolidasikan
	
	
	7 Jenis Laporan
	7 Jenis Laporan
	100%
	7 Jenis Laporan
	
	

	
	
	Jumlah laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
	            7 laporan
	
	
	
	
	            7 laporan
	
	

	
	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kot
	jumlah dokumen Raperda dan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, Raperbup dan Perbup tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
	
	
	4 Dokumen 
	4 Dokumen
	100%
	4 Dokumen 
	
	

	
	
	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota
	4 Dokumen
	
	
	
	
	4 Dokumen
	
	

	
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah
	Prosentase penyelesaian dokumen kerugian daerah
	          
	
	100%
	100%
	100%
	          100%
	
	

	
	
	Jumlah dokumen hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah
	         4 Kali
	
	
	
	
	         4 Kali
	
	

	
	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah
	Koordinasi Pelaksanaan Akuntnsi Penerimaan  dan pengeluaran Kas daerah 
	
	
	12 laporan
	12 laporan
	100%
	12 laporan
	
	

	
	
	Persentase Laporan Keuangan disusun tepat waktu dan sesuai standar
	100%
	
	
	
	
	
	
	

	
	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah
	Jumlah peraturan yang ditetapkan
	
	
	1 Dokumen
	1 Dokumen
	100%
	1 Dokumen
	
	

	
	
	Jumlah Dokumen Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
	1 Dokumen
	
	
	
	
	1 Dokumen
	
	

	
	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah
	Jumlah peraturan yang ditetapkan
	
	
	1 laporan 
	1 laporan
	100%
	1 laporan 
	
	

	
	
	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah
	1 Dokumen
	
	
	
	
	1 Dokumen
	
	

	
	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota
	Jumlah dokumen  Laporan Keuangan SKPD Akhir tahun (Unaudited dan Audited) yang disusun sesuai dengan standar
	
	
	5 jenis laporan
	5 jenis laporan
	100%
	5 jenis laporan
	
	

	
	
	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota
	67 Orang
	
	
	
	
	67 Orang
	
	

	
	Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah
	Persentase pelaksanaan penunjang urusan kewnangan pengelolaan keuangan daerah
	          100%
	
	     100%
	 100%
	100%
	          100%
	
	

	
	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
	Prosentase jumlah Dana Bantuan Keuangan yang disalurkan 
	
	
	100%
	100%
	100%
	2 Naskah
	
	

	
	
	Jumlah laporan hasil analis Perencanaan dan penyaluran Bantuan keuangan
	7 laporan
	
	
	
	
	7 laporan
	
	

	
	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak
	Persenatse jumlah  dana darurat yang direalisasikan
	
	
	80%
	80%
	100%
	80%
	
	

	
	
	Jumlah Dokumen Dana Darurat dan Mendesak
	10 Dokumen
	
	
	
	
	10 Dokumen
	
	

	
	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota
	Prosentase  dana bagi hasil Kabupaten/Kota yang disalurkan
	        
	
	        100%
	100%
	100%
	        100%
	
	

	
	
	Jumlah laporan Dana bagi hasil Kabupaten/Kota
	        2 laporan
	
	
	
	
	        2 laporan
	
	

	 
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	Persentase Pemenuhan kebutuhan Penunjang urusan Pemerintahan
	100%
	
	100%
	100%
	100%
	100%
	
	

	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	Persentase penyelesaian dokumen Perencanaan BKD yang selaras  dengan RPJMD
	100%
	
	100%
	100%
	100%
	100%
	
	

	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
	Jumlah Dokumen Perencanaan Yang tepat Waktu
	
	
	7 Dokumen
	7 Dokumen
	100%
	14 Dokumen 
	
	

	
	
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
	        7 Dokumen
	
	
	
	
	        7 Dokumen
	
	

	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	Jumlah dokumen evaluasi yang tepat waktu
	
	
	5 Dokumen 
	5 Dokumen 
	100%
	3 Dokumen 
	
	

	
	
	Jumlah laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	5 Dokumen
	
	
	
	
	5 Dokumen
	
	

	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
	Persentase pembayaran gaji ASN
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
	Jumlah bulan gaji dan tunjangan ASN yang tersedia
	
	
	14 bulan
	14 bulan
	100%
	14 bulan
	
	

	
	
	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN
	150 orng/bln
	
	
	
	
	150 orng/bln
	
	

	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
	Jumlah pembayaran Jasa Petugas Penunjang Kegiatan Kantor/Lapangan melalui perjanjian/perikatan
	
	
	24 laporan
	24 laporan
	100%
	24 laporan
	
	

	
	
	Jumlah dokumen Hasil penyediaan  Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
	24 Dokumen
	
	
	
	
	24 Dokumen
	
	

	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
	Jumlah DOkumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
	10,000 Dokumen
	
	
	
	
	10,000 Dokumen
	
	

	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah
	Persentase terpenuhinya sarana dan prasarana umum
	100%
	
	100%
	100%
	100%
	100%
	
	

	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
	Jumlah rekening pembayaran jasa komunikasi, air dan listrik
	
	
	20 unit 
	20 unit 
	100%
	20 unit 
	
	

	
	
	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
	20 rek/bln
	
	
	
	
	20 rek/bln
	
	

	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	Jumlah Pemenuhan Peralatan Rumah Tangga
	
	
	18 unit
	18 unit
	100%
	150 buah
	
	

	
	
	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan Perlengkapan Kantor
	18 unit
	
	
	
	
	18 unit
	
	

	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
	Jumlah Pemenuhan Peralatan Rumah Tangga
	
	
	150 buah
	150 buah
	100%
	150 buah
	
	

	
	
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang di sediakan
	150 buah
	
	
	
	
	150 buah
	
	

	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
	Jumlah bahan lofistik kantor
	
	
	300 unit
	300 unit
	100%
	300 unit
	
	

	
	
	Jumlah Paket bahan Logistik Kantor yang di sediakan
	300 unit
	
	
	
	
	300 unit
	
	

	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
	Persentase Pemenuhan kebutuhan barang cetakan dan penggandaan
	
	
	100%
	100%
	100%
	100%
	
	

	
	
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang di sediakan
	10 Paket
	
	
	
	
	10 Paket
	
	

	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu
	Jumlah Kunjungan Tamu
	
	
	25 kali 
	25 kali 
	100%
	25 kali 
	
	

	
	
	Jumlah laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu
	25 kali
	
	
	
	
	25 kali
	
	

	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
	Jumlah Laporan rapat koordinasi dan konsultasi OPD
	 
	
	80 laporan 
	80 laporan 
	100%
	80 laporan 
	
	

	
	
	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
	80 laporan
	
	
	
	
	80 laporan
	
	

	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
	Persentase Pelaksanaan Pengadaan BMD sesuai rencana
	100%
	
	100%
	100%
	100%
	100%
	
	

	
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
	Jumlah Kendaraan Dinas yang dibeli
	
	
	1 unit 
	1 unit 
	100%
	1 unit 
	
	

	
	
	Jumlah unit Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan yang di sediakan
	2 unit 
	
	
	
	
	2 unit
	
	

	
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
	Jumlah Kendaraan lapangan  yang dibeli terkelola dengan baik
	
	
	1 unit
	1 unit
	100%
	1 unit
	
	

	
	
	Jumlah unit Kendaraan Perorangan Dinas atau lapangan  yang di sediakan
	1 unit
	
	
	
	
	1 unit
	
	

	
	Pengadaan Mebel
	Jumlah unit Pengadaan mebeleur
	
	
	10 unit 
	10 unit 
	100%
	10 unit 
	
	

	
	
	Jumlah Paket mebel yang di sediakan
	10 unit
	
	
	
	
	10 unit
	
	

	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
	
	
	30 unit
	30 unit
	100%
	30 unit
	
	

	
	
	Jumlah Peralatan dan mesin Lainnya yang dipelihara
	30 unit
	
	
	
	
	30 unit
	
	

	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah
	100%
	
	100%
	100%
	100%
	100%
	
	

	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
	Jumlah surat yang dikirim
	
	
	100 pucuk 
	100 pucuk 
	100%
	100 pucuk 
	
	

	
	
	Jumlah laporan Penyediaan surat menyurat
	100 pucuk
	
	
	
	
	100 pucuk
	
	

	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
	Jumlah rekening pembayaran jasa komunikasi, air dan listrik yang dibayar
	
	
	20 rekening 
	20 rekening 
	100%
	20 rekening 
	
	

	
	
	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
	20 rekening
	
	
	
	
	20 rekening
	
	

	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	Jumlah pembelian peralatan dan perlengkapan kantor
	
	
	18 unit
	18 unit
	100%
	18 unit
	
	

	
	
	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan Perlengkapan Kantor
	18 unit
	
	
	
	
	18 unit
	
	

	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
	Jumlah  Prosentase Pelayanan umum  yang terbayarkan
	
	
	100 %
	100 %
	100%
	100 %
	
	

	
	
	Jumlah laporan penyediaan jasa Pelayanan umum Kantor yang di sediakan
	10 laporan
	
	
	
	
	10 laporan
	
	

	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	Persentase pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah
	100 %
	
	100 %
	100 %
	100%
	100 %
	
	

	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
	Jumlah Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
	
	
	20 unit
	20 unit
	100%
	20 unit
	
	

	
	
	Jumlah Kendaraan Dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya
	20 unit
	
	
	
	
	20 unit
	
	

	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
	Jumlah kali Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
	
	
	50 kali
	50 kali
	100%
	50 kali
	
	

	
	
	Jumlah Kendaraan Dinas operasional atau lapangan yang dipelihara atau dibayarkan pajak dan perijinannya
	2 unit 
	
	
	
	
	2 unit
	
	

	
	Pemeliharaan Mebel
	Jumlah Unit mebel yang terpelihara
	
	
	10 unit
	10 unit
	100%
	10 unit
	
	

	
	
	Jumlah Mebel yang dipelihara
	10 unit
	
	
	
	
	10 unit
	
	

	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
	Jumlah unit peralatan dan mesin yang terpelihara
	
	
	30 unit
	30 unit
	100%
	30 unit
	
	

	
	
	Jumlah Peralatan dan mesin Lainnya yang dipelihara
	30 unit
	
	
	
	
	30 unit
	
	

	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhab
	
	
	10 unit gedung
	10 unit gedung
	100%
	10 unit gedung
	
	

	
	
	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhab
	2 kali 
	
	
	
	
	2 kali
	
	


Analisa atas capaian indikator-indikator Tujuan dan Sasaran,  Program, Kegiatan dan Sub kegiatan adalah sebagai berikut: 
Tujuan:  Meningkatnya Birokrasi yang bersih dan akuntabel dengan indikator Opini BPK telah berhasil diraih selama 9 kali dengan opini WTP. Kabupaten Pasuruan menjadi pengampu, Koordinator, dari hasil proses untuk menuju Opini BPK, dengan laporan Keuangan Audit dan Non Audit. 
Sasaran: Meningkatnya Tata Kelola Keuangan dan Aset Daerah.

Dengan indikator Laporan Keuangan dengan opini WTP, hal ini telah telah menjadi Akuntabilitas Kinerja Kegiatan Akuntansi dengan pelaporan Keuangan yang baik, sesuai sistem dan ketentuan yang berlaku. 


Program Pengelolaan Keuangan Daerah dengan Indikator  Persentase Penyusunan APBD dan laporan keuangan tepat waktu sesuai ketentuan, yang terdiri dari Kegiatan Anggaran, Kegiatan perbendaharaan serta Kegiatan Akuntansi  Realisasi Capaian Kinerja Maupun Capaian Anggaran, telah berhasil dari yang ditargetkan. Hal ini di pengaruhi oleh peningkatan koordinasi dan tepat waktu dalam penyusunan APBD. Kegiatan Anggaran dengan indikator Persentase penyelesaian dokumen anggaran daerah tepat waktu juga beberapa ada Sub kegiatan yang tidak mencapai target dikarenakan adanya Covid 19 sehingga adanya pembatasan  Koordinasi. Salah satu Strategi yang dilakukan adalah melakukan Zoom Koordinasi antar Perangkat Daerah.
Upaya –upaya dan Stategi yang dilakukan pemerintahan adalah:
1. Mengadakan Rekonsiliasi PD tepat waktu  sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Baik internal maupun Eksternal 
2. Memberikan hadiah kepada Wajib Pajak masyarakat dan Aparatur Kecamatan, Desa dan Kelurahan Kabupaten Pasuruan yang melunasi atau membayar PBB-P2 sebelum jatuh tempo (bulan Agustus),

3.Memberikan hadiah kepada Wajib Pajak masyarakat dan Aparatur Kecamatan, Desa dan Kelurahan Kabupaten Pasuruan PBB-P2 (ketetapan dibawah Rp. 500.000,00) yang melunasi atau membayar sebelum jatuh tempo (bulan Desember).

Penghargaan tersebut bertujuan untuk memotifasi Wajib Pajak dan Aparatur yang menangani pajak agar lebih taat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan – Perdesaan Perkotaan (PBB-P2).


	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah


Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah mempunyai fungsi sebagai Organisasi Perangkat Daerah. Oleh karena itu, tugas pokok dan fungsinya merupakan leading sector dalam pengelolaan keuangan seluruh Organisasi Perangkat Daerah yang ada di Kabupaten Pasuruan.  Sebagai leading sector tersebut terjabarkan dalam fungsi :

a. Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD),

b. Penghimpunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Pasuruan,

c. Penghimpunan Laporan Keuangan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Pasuruan,

d. Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pasuruan,

e. Penyusunan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD),

f. Pengelolaan Asset Daerah,

g. Pengelolaan Investasi Daerah,

h. Pengelolaan Pajak Daerah,

i. Sebagai Leading Sektor Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Pasuruan Penghasil Pendapatan Asli Daerah (PAD).
	Tabel T-C30

	Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Keuangan Daerah 

	Kabupaten Pasuruan

	 
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	NO
	Sasaran RPJMD
	Indikator RPJMD
	Tujuan
	Indikator
	Sasaran
	Indikator
	SPM /standar nasional
	IKK
	Target Renstra Badan Keuangan Daerah
	Realisasi Capaian
	Proyeksi
	Catatan Analisis

 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Tahun 2021
	Tahun 2022
	Tahun 2023
	Tahun 2024
	Tahun 2021
	Tahun 2022
	Tahun 2023
	Tahun 2024
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	(12)
	(13)

	1


	Meningkatnya kualitas Sistem Keuangan Daerah
	Hasil Opini BPK
	Meningkatnya Birokrasi yang bersih dan akuntabel
	Opini BPK
	Meningkatnya Tata Kelola Keuangan dan Aset Daerah
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

	Jumlah PAD
	-
	-
	658 M
	
	
	
	700 M
	
	
	
	- 

	
	
	
	
	
	
	Laporan Keuangan dengan opini WTP
	-
	-
	
	2 laporan 
	2 laporan 
	2 laporan 
	
	
	2 laporan 
	2 laporan
	

	
	
	
	
	
	
	Nilai Sakip 
	-
	-
	   80.50
	80.80
	82.00
	83.00
	81.02
	
	82.00
	83.00
	-


Sasaran Indikator Utama mengalami perubahan pada indikator nya yaitu semula jumlah PAD yang ditargetkan sebesar 658 M namun terealisasi sebesar 700 M. Hal ini disebabkan dana anggaran BLUD meningkat, dan adanya Renstra Perubahan yang harus di selarasakan dengan sasaran RPJMD Perubaha. Tujuan Renstra adalah meningkatnya Birokrasi yang bersih dan akuntabel, dengan indikator berupa Opini BPK. Sasaran Renstra adalah:
1. Meningkatnya Tata Kelola Keuangan dan Aset Daerah dengan indikator Laporan Keuangan dengan opini WTP yang artinya bahwa Jenis opini BPK terhadap hasil laporan keuangan Daerah (Opini WTP)
2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan indikator Nilai Sakip OPD yang artinya bahwa Keselarasan antar Dokumen Perencanaan dan Dokumewn Evaluasi.

Sasaran tersebut didukung oleh Program Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan Kegiatan Anggaran, Perbendaharaan serta Akuntansi 
Kegiatan Anggaran Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah yang indikatornya adalah Persentase penyelesaian dokumen anggaran daerah tepat waktu.
Dengan Formulasi perhitungan nya adalah

Jumlah Dokumen Pengajuan anggaran yang di selesaikan *100
Jumlah semua Dokumen Pengajuan 
Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah  yang indikatornya adalah IKM/ SKM Layanan Perbendaharaan Daerah, dengan penjelasan Kepuasan OPD terhadap layanan perbendaharaan terkait dengan Dokumen dan pencairan anggaran.

Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah  yang indikatornya Persentase Laporan Keuangan disusun tepat waktu dan sesuai standart artinya bahwa Laporan keuangan Daerah di susun sesuai dengan Standar akuntansi Pemerintah. 
Laporan Keuangan dengan Opini BPK pengampunya yang kedua adalah Program Program pengelolaan pendapatan daerah dengan Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah yang indikatornya adalah 1. Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

2.IKM/SKM Layanan Pajak Daerah
Program kegiatan ini telah mendukung juga dalam laporan Keuangan yang artinya bahwa Semua Pendataan dan Penagihan  berdasarkan ketentuan yang berlaku. 
Laporan Keuangan dengan Opini BPK pengampu nya yang ketiga adalah program pengelolaan barang milik daerah yang artinya bahwa
Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah yang sesuai stándar yang menjelaskan bahwa memiliki persediaan, pemeliharaan dan aset.
2.3.
Isu–Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan PendapatanDaerah



Isu–isu penting merupakan fokus permasalahan pokok yang harus mendapatkan jawaban melalui prioritas program yang akan dijalankan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Isu penting yang ingin diangkat oleh Badan Pengelolaan  Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD),  dengan melakukan salah satu peremajaan data Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan (PBB-P2) dengan merubah Sistem Informasi Tempat  Pembayaran (Sistep) menjadi Sistem Manajemen Informasi Obyek Pajak. Selain itu juga meningkatkan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah dengan jalan pemeriksaan Pajak Daerah kepada Wajib Pajak Daerah ;

2. Meningkatkan tertib Administrasi Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan melakukan inventarisasi asset yang belum tercatat dan mengidentifikasi penggunaan/pemanfaatannya serta pengamanan Barang Milik Pemerintah Kabupaten Pasuruan ;

3. Melaksanakan tertib Administrasi Pelaksanaan Akuntansi yang berbasis akrual dengan mempertahankan opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian).
4. Badan pengelolaan  Keuangan dan pendapatan Daerah sebagai Badan yang mengelola Keuangan Daerah juga sebagai sektor Pendapatan asli Daerah,pada masa pandemi Covid ini Pendapatan mengalami Penurunan pada anggaran  dalam melaksanakan Kegiatan Program PAD, oleh karena itu dalam pelaksanaan program dan kegiatan di tuntut untuk bisa efektif dan efesien. selain penurunan anggaran pada  kegiatan Program PAD tentunya pada komponen PAD juga mengalami penurunan dalam pencapaian target. Hal ini perlu pelaksanaan Inovasi untuk mendorong Peningkatan PAD pada masa pandemi.    

Dengan memunculkan isu-isu penting sebagaimana dikemukakan diatas, diharapkan dapat meningkatkan kinerja dalam mencapai tujuan-tujuan yang dituangkan dalam program kerja.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana kerja pembangunan daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah. Rancangan awal RKPD Kabupaten Pasuruan disusun berpedoman pada RPJMD Kabupaten Pasuruan 2018 – 2023, RPJPD 2005-2025 serta  mengacu pada RPJMD 2019 - 2024 Provinsi Jawa Timur. Rancangan awal RKPD Kabupaten Pasuruan mencakup : Pendahuluan, evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu, Rancangan kerangka ekonomi beserta kerangka pendanaan, prioritas rancangan awal RKPD yang berkaitan dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah adalah upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta Pengamanan Barang Milik Daerah (BMD) dan sasaran pembangunan dan rencana program prioritas daerah.


Adapun Penyusunan Rancangan Renja Badan pengelolaan  Keuangan dan pendapatan Daerah Tahun 2023 telah mengacu pada rancangan awal RKPD Kabupaten Pasuruan.  Ada beberapa kegiatan tambahan yang dituangkan dalam Renja OPD yakni kegiatan yang tidak menyangkut publik tetapi yang berkaitan dengan administrasi perkantoran dan aparatur Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah.


Adapun review terhadap rancangan awal RKPD tahun 2023 Badan pengelolaan  Keuangan dan pendapatan Daerah Kabupaten Pasuruan disajikan  pada Tabel T-C.31.
Tabel T-C.31
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2023
Kabupaten Pasuruan
Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah 
	NO
	Rancangan Awal RKPD
	                                                                     Hasil Analisis Kebutuhan 

	
	    Program/kegiatan
	Lokasi 
	Indikator Kinerja
	Target Capaian 
	Pagu Indikatif 
(Rp. …)
	Program/kegiatan
	Lokasi
	Indikator Kinerja
	Target Capaian
	Kebutuhan Dana

(Rp.)
	Catatan penting 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	BPKPD 
	Persentase Peningkatan Pendapatan Daerah
	3
	5.340.000.000
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	BPKPD 
	Persentase Peningkatan Pendapatan Daerah
	3
	5.340.000.000
	

	
	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah
	BPKPD
	1. IKM/SKM Layanan Pajak Daerah
	80%
	5.340.000.000
	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah
	BPKPD
	1. IKM/SKM Layanan Pajak Daerah
	80%
	5.340.000.000
	

	
	
	
	 2.Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
	3%
	5.340.000.000
	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah
	BPKPD
	 2.Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
	3%
	5.340.000.000
	

	1
	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah
	BPKPD
	JUmlah laporan hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah
	15 laporan
	360.000.000
	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah
	BPKPD
	JUmlah laporan hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah
	15 laporan
	696.000.000.000
	

	2
	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah
	BPKPD
	Jumlah layanan dan Konsultasi Pajak Daerah
	4 Layanan
	155.000.000
	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah
	BPKPD
	Jumlah layanan dan Konsultasi Pajak Daerah
	4 Layanan
	696.000.000.000
	

	3
	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
	BPKPD
	Jumlah objek pajak yang di sesuaikan NJOPnya  
	7600 bjek Pajak
	1.750.000.000
	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
	BPKPD
	JUmlah objek pajak yang di sesuaikan NJOPnya  
	7600 bjek Pajak
	696.000.000.000
	

	4
	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah
	BPKPD
	JUmlah laporan hasil Pengolahan,pemeliharaan dan Pelaporan basis Data Pajak Daerah
	53 Laporan
	230.000.000
	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah
	BPKPD
	JUmlah laporan hasil Pengolahan,pemeliharaan dan Pelaporan basis Data Pajak Daerah
	53 Laporan
	696.000.000.000
	

	5
	Penetapan Wajib Pajak Daerah
	BPKPD
	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah
	801.123 Dokumen
	525.000.000
	Penetapan Wajib Pajak Daerah
	BPKPD
	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah
	801.123 Dokumen
	696.000.000.000
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah
	BPKPD
	JUmlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang telah dilakukan penelitian dan Verifikasi
	54 dokumen
	630.000.000
	Data Pelaporan Pajak Daerah
	BPKPD
	JUmlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang telah dilakukan penelitian dan Verifikasi
	54 dokumen
	696.000.000.000
	

	7
	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah
	BPKPD
	jumlah kebijakan pajak daerah
	2 dokumen dan 12 dokumen kebijakan
	55.000.000
	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah
	BPKPD
	jumlah kebijakan pajak daerah
	2 dokumen dan 12 dokumen kebijakan
	55.000.000
	

	8
	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah
	BPKPD
	Jumlah laporan pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak  Daerah
	8 laporan
	150.000.000
	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah
	BPKPD
	Jumlah laporan pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak  Daerah
	8 laporan
	150.000.000
	

	9
	Penagihan Pajak Daerah
	BPKPD
	Jumlah Dokumen hasil pelaksanaan Penagihan pajak Daerah
	8990 Dokumen
	925.000.000
	Penagihan Pajak Daerah
	BPKPD
	Jumlah Dokumen hasil pelaksanaan Penagihan pajak Daerah
	8990 Dokumen
	925.000.000
	

	10
	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah
	BPKPD
	Jumlah Dokumen hasil penyelesaian keberatan pajak Daerah
	10 Dokumen
	110.000.000
	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah
	BPKPD
	Jumlah Dokumen hasil penyelesaian keberatan pajak Daerah
	10 Dokumen
	110.000.000
	

	11
	Perencanaan pengelolaan pajak daerah
	BPKPD
	Jumlah Dokumen rencana Pengelolaan Pajak Daerah
	2 Dokumen
	110.000.000
	Perencanaan pengelolaan pajak daerah
	BPKPD
	Jumlah Dokumen rencana Pengelolaan Pajak Daerah
	2 Dokumen
	110.000.000
	

	12
	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah
	BPKPD
	Jumlah laporan hasil Pengolahan,pemeliharaan dan Pelaporan basis Data Pajak Daerah
	53 Laporan
	310.000.000
	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah
	BPKPD
	Jumlah laporan hasil Pengolahan,pemeliharaan dan Pelaporan basis Data Pajak Daerah
	53 Laporan
	310.000.000
	

	13
	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah
	BPKPD
	Jumlah laporan hasil pembinaan dan pengawasan pengelolaan Retribusi Daerah
	2 laporan
	25.000.000
	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah
	BPKPD
	Jumlah laporan hasil pembinaan dan pengawasan pengelolaan Retribusi Daerah
	2 laporan
	25.000.000
	

	14
	Pengolahan, pemeliharaan dan pelaporan basis data data pajak daerah 
	BPKPD
	Jumlah laporan pajak daerah yang terverifikasi 
	53 Laporan 
	230.000.000
	Pengolahan, pemeliharaan dan pelaporan basis data data pajak daerah 
	BPKPD
	Jumlah laporan pajak daerah yang terverifikasi 
	53 Laporan 
	230.000.000
	

	2
	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH 
	BPKPD
	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah yang sesuai standar
	86%
	1.391.000.000
	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH 
	BPKPD
	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah yang sesuai standar
	86%
	1.391.000.000
	

	
	Pengelolaan barang milik daerah
	BPKPD
	Persentase penyusunan Dokumen dan Laporan Barang Milik Daerah yang sesuai standar
	100%
	1.391.000.000
	Pengelolaan barang milik daerah
	BPKPD
	Persentase penyusunan Dokumen dan Laporan Barang Milik Daerah yang sesuai standar
	100%
	1.391.000.000
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah
	BPKPD
	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah
	150 Dokumen
	56.000.000
	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah
	BPKPD
	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah
	150 Dokumen
	56.000.000
	

	2
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah
	BPKPD
	Tersusunnya Laporan Rencana Kebutuhan Pengadaan dan Pemeliharaan BMD.
	130 Dokumen 
	85.000.000
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah
	BPKPD
	Tersusunnya Laporan Rencana Kebutuhan Pengadaan dan Pemeliharaan BMD.
	130 Dokumen 
	85.000.000
	

	3
	Pengamanan Barang Milik Daerah
	BPKPD
	Jumlah laporan hasil  Pengamanan BMD
	110 Dokumen
	380.000.000
	Pengamanan Barang Milik Daerah
	BPKPD
	Jumlah laporan hasil  Pengamanan BMD
	110 Dokumen
	380.000.000
	

	
	
	
	
	500  laporan
	
	
	
	
	500  laporan
	
	

	4
	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah
	BPKPD
	Jumlah laporan Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan laporan BMD
	8 laporan
	45.000.000
	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah
	BPKPD
	Jumlah laporan Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan laporan BMD
	8 laporan
	45.000.000
	

	5
	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah
	BPKPD
	Jumlah laporan BMD yang sesuai ketentuan
	4 laporan
	85.000.000
	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah
	BPKPD
	Jumlah laporan BMD yang sesuai ketentuan
	4 laporan
	85.000.000
	

	6
	Penyusunan Standart Barang Milik Daerah dan standart kebutuhan Barang Milik Daerah 
	BPKPD
	Jumlah Dokumen Standart BMD dan kebutuhan BMD
	1 Dokumen 
	150.000.000
	Penyusunan Standart Barang Milik Daerah dan standart kebutuhan Barang Milik Daerah 
	BPKPD
	Jumlah Dokumen Standart BMD dan kebutuhan BMD
	1 Dokumen 
	150.000.000
	

	7
	Penyusunan Perencanaan kebutuhan BMD 
	BPKPD
	Jumlah Dokumen RKBMD yang tersusun 
	124 Dokumen 
	45.000.000
	Penyusunan Perencanaan kebutuhan BMD 
	BPKPD
	Prosentase SKPD yang tertib Pengelolahan BMD
	124 Dokumen 
	45.000.000
	

	8
	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan BMD 
	BPKPD
	Jumlah Peraturan Pengelolaan BMD yang di sahkan 
	2 Peraturan 
	100.000.000
	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan BMD 
	BPKPD
	Jumlah Peraturan Pengelolaan BMD yang di sahkan 
	2 Peraturan 
	100.000.000
	

	9
	Penatausahaan BMD 
	BPKPD
	Jumlah Pelaksanaan Pembinaan Penatausahaan Barang Milik Daerah
	4 kali 
	230.000.000
	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan BMD 
	BPKPD
	Jumlah Pelaksanaan Pembinaan Penatausahaan Barang Milik Daerah
	4 kali 
	230.000.000
	

	3 
	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	BPKPD
	Persentase Penyusunan APBD dan laporan keuangan tepat waktu sesuai ketentuan
	100%
	738.232.926.323
	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	BPKPD
	Persentase Penyusunan APBD dan laporan keuangan tepat waktu sesuai ketentuan
	100%
	738.232.926.323
	

	
	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah
	BPKPD
	Penyelesaian dokumen anggaran daerah tepat waktu
	100%
	2.100.000.000
	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah
	BPKPD
	Penyelesaian dokumen anggaran daerah tepat waktu
	100%
	2.100.000.000
	

	1
	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS
	BPKPD
	Jumlah Dokumen  KUA dan PPAS yang di susun
	2 Dokumen 
	225.000.000
	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS
	BPKPD
	Jumlah Dokumen  KUA dan PPAS
	2 Dokumen 
	225.000.000
	

	2
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
	BPKPD
	Jumlah Dokumen  Perubahan KUA dan PPAS yang di susun
	2 Dokumen
	250.000.000
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
	BPKPD
	Jumlah Dokumen  Perubahan KUA dan PPAS yang di susun
	2 Dokumen
	250.000.000
	

	3
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-OPD
	BPKPD
	Jumlah  RKA-SKPD  yang di Verifikasi
	58 RKA SKPD
	50.000.000
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-OPD
	BPKPD
	Jumlah  RKA-SKPD  yang di Verifikasi
	58 RKA SKPD
	50.000.000
	

	4
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD
	BPKPD
	Jumlah  Perubahan RKA-SKPD  yang di Verifikasi
	58 RKA SKPD
	50.000.000
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD
	BPKPD
	Jumlah  Perubahan RKA-SKPD  yang di Verifikasi
	58 RKA SKPD
	50.000.000
	

	5
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD
	BPKPD
	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD tersusun tepat waktu
	2 dokumen
	1.150.000.000
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD
	BPKPD
	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD tersusun tepat waktu
	2 dokumen
	1.150.000.000
	

	6
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD
	BPKPD
	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Penjabaran APBD tersusun tepat waktu
	2 dokumen
	300.000.000
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD
	BPKPD
	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Penjabaran APBD tersusun tepat waktu
	2 dokumen
	300.000.000
	

	7
	Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota
	BPKPD
	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota
	100 orang
	750.000.000
	Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota
	BPKPD
	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota
	100 orang
	750.000.000
	

	
	Koordinasi dan Pengelolaan perbendaharaan Daerah 
	BPKPD
	IKM/ SKM Layanan Perbendaharaan Daerah
	80%
	1.315.000.000
	Koordinasi dan Pengelolaan perbendaharaan Daerah 
	BPKPD
	IKM/ SKM Layanan Perbendaharaan Daerah
	80%
	1.315.000.000
	

	8
	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah
	BPKPD
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan pnngelolaan Kas Daerah
	24.200 Dokumen
	300.000.000
	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah
	BPKPD
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan pnngelolaan Kas Daerah
	24.200 Dokumen
	300.000.000
	

	9
	Pengeloaan Sisa lebih Perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya 
	BPKPD
	Terlaksananya Pengelolaan SILPA
	2 Kali 
	50.000.000
	Pengeloaan Sisa lebih Perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya 
	BPKPD
	Terlaksananya Pengelolaan SILPA
	2 Kali 
	50.000.000
	

	10
	Penyiapan pelaksanaan Pengendalian dan penerbitan Anggaran kas dan SPD 
	BPKPD
	Jumlah penerbitan SPD 
	25.000 SPD 
	150.000.000
	Penyiapan pelaksanaan Pengendalian dan penerbitan Anggaran kas dan SPD 
	BPKPD
	Jumlah penerbitan SPD 
	25.000 SPD 
	150.000.000
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	Penatausahaan Pembiayaan Daerah 
	BPKPD
	Terlaksananya Penatausahaan Pembiayaan Daerah 
	4 Kali 
	120.000.000
	Penatausahaan Pembiayaan Daerah 
	BPKPD
	Terlaksananya Penatausahaan Pembiayaan Daerah 
	4 Kali 
	120.000.000
	

	12
	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya
	BPKPD
	Jumlah Dokumen hasil Koordinasi  Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya
	50 Dokumen 
	200.000.000
	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya
	BPKPD
	Jumlah Dokumen hasil Koordinasi  Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya
	50 Dokumen 
	200.000.000
	

	13
	Koordinasi Pelaksanaan kerjasama dan pemantauan transaksi non tunai dengan lembaga keuangan Bank dan lembaga keuangan bukan Bank 
	BPKPD
	Terlaksananya Kerjasama dan pemantauan transaksi non tunai dengan lembaga keuangan Bank dan lembaga keuangan bukan Bank
	2 kali 
	55.000.000
	Koordinasi Pelaksanaan kerjasama dan pemantauan transaksi non tunai dengan lembaga keuangan Bank dan lembaga keuangan bukan Bank 
	BPKPD
	Terlaksananya Kerjasama dan pemantauan transaksi non tunai dengan lembaga keuangan Bank dan lembaga keuangan bukan Bank
	2 kali 
	55.000.000
	

	14
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)
	BPKPD
	Jumlah laporan Realisasi  Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)
	300 laporan 
	185.000.000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)
	BPKPD
	Jumlah laporan Realisasi  Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)
	300 laporan 
	185.000.000
	

	15
	Kooordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang timbul akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan uanf daerah sebagai optimalisasi Kas 
	BPKPD
	Terlaksananya Piutang daerah dan Ansalisis Pembiayaan 
	4 Kali 
	50.000.000
	Kooordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang timbul akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan uanf daerah sebagai optimalisasi Kas 
	BPKPD
	Terlaksananya Piutang daerah dan Ansalisis Pembiayaan 
	4 Kali 
	50.000.000
	

	16
	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait
	BPKPD
	Terlaksananya Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait
	268 Dokumen 
	75.000.000
	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait
	BPKPD
	Terlaksananya Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait
	268 Dokumen 
	75.000.000
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	Penyusunan Petunjuk tekhnik Adiministrasi Keuangan yang berkaitan dengan Penerimaan dan pengeluaran kas serta Penatausaahaan dan Pertanggungjawaban Sub kegiatan 
	BPKPD
	Jumlah Petunjuk tekhnik Adiministrasi Keuangan yang berkaitan dengan Penerimaan dan pengeluaran kas serta Penatausaahaan dan Pertanggungjawaban Sub kegiatan
	1 Dokumen 
	50.000.000
	Penyusunan Petunjuk tekhnik Adiministrasi Keuangan yang berkaitan dengan Penerimaan dan pengeluaran kas serta Penatausaahaan dan Pertanggungjawaban Sub kegiatan 
	BPKPD
	Jumlah Petunjuk tekhnik Adiministrasi Keuangan yang berkaitan dengan Penerimaan dan pengeluaran kas serta Penatausaahaan dan Pertanggungjawaban Sub kegiatan
	1 Dokumen 
	50.000.000
	

	18
	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota
	BPKPD
	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota
	2 Kali 
	80.000.000
	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota
	BPKPD
	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota
	2 Kali 
	80.000.000
	

	
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
	BPKPD
	Persentase Laporan Keuangan disusun tepat waktu dan sesuai standar
	100%
	805.000.000
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
	BPKPD
	Persentase Laporan Keuangan disusun tepat waktu dan sesuai standar
	100%
	805.000.000
	

	19
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
	BPKPD
	Jumlah dokumen hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah
	4 Dokumen
	135.000.000
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
	BPKPD
	Jumlah dokumen hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah
	4 Dokumen
	135.000.000
	

	20
	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban
	BPKPD
	Jumlah Dokumen hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban
	4 Dokumen
	40.000.000
	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban
	BPKPD
	Jumlah Dokumen hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban
	4 Dokumen
	40.000.000
	

	21
	Konsolidasi Laporan Keuangan OPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
	BPKPD
	Jumlah laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
	7 laporan
	175.000.000
	Konsolidasi Laporan Keuangan OPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
	BPKPD
	Jumlah laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
	7 laporan
	175.000.000
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	22
	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota
	BPKPD
	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota
	4 Dokumen
	160.000.000
	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota
	BPKPD
	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota
	4 Dokumen
	160.000.000
	

	23
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah
	BPKPD
	Jumlah dokumen hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah
	4 Kali 
	45.000.000
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah
	BPKPD
	Jumlah dokumen hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah
	4 Kali 
	45.000.000
	

	24
	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah
	BPKPD
	Jumlah Dokumen Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
	1 Dokumen 
	75.000.000
	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah
	BPKPD
	Jumlah Dokumen Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
	1 Dokumen 
	75.000.000
	

	25


	Penyusunan Analisis laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 
	BPKPD
	Jumlah Analisis laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
	1 Dokumen
	50.000.000
	Penyusunan Analisis laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 
	BPKPD
	Jumlah Analisis laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
	1 Dokumen
	50.000.000
	

	26
	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah
	BPKPD
	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah
	1 Dokumen
	75.000.000
	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah
	BPKPD
	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah
	1 Dokumen
	75.000.000
	

	27
	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota
	BPKPD
	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota
	67 Orang 
	50.000.000
	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota
	BPKPD
	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota
	67 Orang 
	50.000.000
	

	
	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah
	BPKPD
	Persentase pelaksanaan penunjang urusan kewnangan pengelolaan keuangan daerah
	100%
	734.012.926.323
	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah
	BPKPD
	Persentase pelaksanaan penunjang urusan kewnangan pengelolaan keuangan daerah
	100%
	734.012.926.323
	

	28
	Analisis Investasi Pemerintah Daerah
	BPKPD
	Jumlah laporan hasil  Analisis Investasi Pemerintah Daerah
	2 laporan
	250.000.000
	Analisis Investasi Pemerintah Daerah
	BPKPD
	Jumlah laporan hasil  Analisis Investasi Pemerintah Daerah
	2 laporan
	250.000.000
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	29
	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
	BPKPD
	Jumlah laporan hasil analis Perencanaan dan penyaluran Bantuan keuangan
	7 laporan 
	650.555.450.000
	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
	BPKPD
	Jumlah laporan hasil analis Perencanaan dan penyaluran Bantuan keuangan
	7 laporan 
	650.555.450.000
	

	30
	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak
	BPKPD
	Jumlah Dokumen Dana Darurat dan Mendesak
	10 Dokumen
	35.000.000.000
	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak
	BPKPD
	Jumlah Dokumen Dana Darurat dan Mendesak
	10 Dokumen
	35.000.000.000
	

	31
	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota
	BPKPD
	Jumlah laporan Dana bagi hasil Kabupaten/Kota
	2 laporan 
	48.207.474.323
	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota
	BPKPD
	Jumlah laporan Dana bagi hasil Kabupaten/Kota
	2 laporan 
	48.207.474.323
	

	4
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	BPKPD
	Persentase Pemenuhan kebutuhan Penunjang urusan Pemerintahan
	100%
	129.383.000.000
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	BPKPD
	Persentase Pemenuhan kebutuhan Penunjang urusan Pemerintahan
	100%
	129.383.000.000
	

	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	BPKPD
	Persentase penyelesaian dokumen Perencanaan BKD yang selaras  dengan RPJMD
	100%
	55.000.000
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	BPKPD
	Persentase penyelesaian dokumen Perencanaan BKD yang selaras  dengan RPJMD
	100%
	55.000.000
	

	1
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
	BPKPD
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
	7 Dokumen
	30.000.000
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
	BPKPD
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
	7 Dokumen
	30.000.000
	

	2
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	BPKPD
	Jumlah laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	5 Dokumen
	25.000.000
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	BPKPD
	Jumlah laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	5 Dokumen
	25.000.000
	

	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
	BPKPD
	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian BKD
	100%
	60.000.000
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
	BPKPD
	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian BKD
	100%
	60.000.000
	

	3
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
	BPKPD
	Jumlah Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan
	10 orang 
	60.000.000
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
	BPKPD
	Jumlah Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan
	10 orang 
	60.000.000
	

	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah
	BPKPD
	Persentase terpenuhinya sarana dan prasarana umum
	100%
	570.000.000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah
	BPKPD
	Persentase terpenuhinya sarana dan prasarana umum
	100%
	570.000.000
	

	4
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
	BPKPD
	Jumlah paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
	20 paket
	30.000.000
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
	BPKPD
	Jumlah paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
	20 paket
	30.000.000
	

	5
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	BPKPD
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan  Kantor yang di sediakan
	18 paket 
	25.000.000
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	BPKPD
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan  Kantor yang di sediakan
	18 paket 
	25.000.000
	

	6
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
	BPKPD
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang di sediakan
	150 paket
	30.000.000
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
	BPKPD
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang di sediakan
	150 paket
	30.000.000
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
	BPKPD
	Jumlah Paket bahan Logistik Kantor yang di sediakan
	300 Paket
	30.000.000
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
	BPKPD
	Jumlah Paket bahan Logistik Kantor yang di sediakan
	300 Paket
	30.000.000
	

	8
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
	BPKPD
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang di sediakan
	10 Paket 
	45.000.000
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
	BPKPD
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang di sediakan
	10 Paket 
	45.000.000
	

	9
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi OPD
	BPKPD
	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
	80 laporan
	250.000.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi OPD
	BPKPD
	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
	80 laporan
	250.000.000
	

	10
	Fasilitasi Kunjungan Tamu
	BPKPD
	Jumlah laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu
	25 laporan
	60.000.000
	Fasilitasi Kunjungan Tamu
	BPKPD
	Jumlah laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu
	25 laporan
	60.000.000
	

	 
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
	BPKPD
	Persentase pembayaran gaji ASN
	100%
	127.260.000.000
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
	BPKPD
	Persentase pembayaran gaji ASN
	100%
	127.260.000.000
	

	11
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
	BPKPD
	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN
	150 orng/bln
	125.505.000.000
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
	BPKPD
	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN
	150 orng/bln
	125.505.000.000
	

	12
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
	BPKPD
	Jumlah dokumen Hasil penyediaan  Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
	24 Dokumen
	1.745.000.000
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
	BPKPD
	Jumlah dokumen Hasil penyediaan  Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
	24 Dokumen
	1.745.000.000
	

	13
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
	BPKPD
	Jumlah DOkumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
	10,000 Dokumen
	10.000.000
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
	BPKPD
	Jumlah DOkumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
	10,000 Dokumen
	10.000.000
	

	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
	BPKPD
	Persentase Pelaksanaan Pengadaan BMD sesuai rencana
	100%
	810.000.000
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
	BPKPD
	Persentase Pelaksanaan Pengadaan BMD sesuai rencana
	100%
	810.000.000
	

	14
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
	BPKPD
	Jumlah unit Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan yang di sediakan
	2 unit
	500.000.000
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
	BPKPD
	Jumlah unit Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan yang di sediakan
	2 unit
	500.000.000
	

	15
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
	BPKPD
	Jumlah unit Kendaraan Perorangan Dinas atau lapangan  yang di sediakan
	1 unit
	40.000.000
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
	BPKPD
	Jumlah unit Kendaraan Perorangan Dinas atau lapangan  yang di sediakan
	1 unit
	40.000.000
	

	16
	Pengadaan Mebel
	BPKPD
	Jumlah Paket mebel yang di sediakan
	10 Paket
	30.000.000
	Pengadaan Mebel
	BPKPD
	Jumlah Paket mebel yang di sediakan
	10 Paket
	30.000.000
	

	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	BPKPD
	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah
	100%
	323.000.000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	BPKPD
	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah
	100%
	323.000.000
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
	BPKPD
	Jumlah laporan Penyediaan surat menyurat
	100 pucuk
	5.000.000
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
	BPKPD
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
	100 pucuk
	5.000.000
	

	18
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
	BPKPD
	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
	20 rek/bln
	250.000.000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
	BPKPD
	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
	20 rek/bln
	250.000.000
	

	19
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	BPKPD
	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan Perlengkapan Kantor
	18  laporan
	28.000.000
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	BPKPD
	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan Perlengkapan Kantor
	18  laporan
	28.000.000
	

	20
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
	BPKPD
	Jumlah laporan penyediaan jasa Pelayanan umum Kantor yang di sediakan
	10 laporan
	40.000.000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
	BPKPD
	Jumlah laporan penyediaan jasa Pelayanan umum Kantor yang di sediakan
	10 laporan
	40.000.000
	

	
	Pemeliharaan BMD Penunjang urusan pemerintahan Daerah 
	BPKPD
	Persentase pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah
	100%
	795.000.000
	Pemeliharaan BMD Penunjang urusan pemerintahan Daerah 
	BPKPD
	Persentase pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah
	100%
	795.000.000
	

	21
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
	BPKPD
	Jumlah Kendaraan Dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya
	20 unit
	300.000.000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
	BPKPD
	Jumlah Kendaraan Dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya
	20 unit
	300.000.000
	

	22
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
	BPKPD
	Jumlah Kendaraan Dinas operasional atau lapangan yang dipelihara atau dibayarkan pajak dan perijinannya
	2 unit
	300.000.000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
	BPKPD
	Jumlah Kendaraan Dinas operasional atau lapangan yang dipelihara atau dibayarkan pajak dan perijinannya
	2 unit
	300.000.000
	

	23
	Pemeliharaan Mebel
	BPKPD
	Jumlah Mebel yang dipelihara
	10 unit
	25.000.000
	Pemeliharaan Mebel
	BPKPD
	Jumlah Mebel yang dipelihara
	10 unit
	25.000.000
	

	24
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
	BPKPD
	Jumlah Peralatan dan mesin Lainnya yang dipelihara
	30 unit
	70.000.000
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
	BPKPD
	Jumlah Peralatan dan mesin Lainnya yang dipelihara
	30 unit
	70.000.000
	

	25
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
	BPKPD
	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhab
	2 Kali
	200.000.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
	BPKPD
	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhab
	2 Kali
	200.000.000
	

	
	
	
	
	
	Rp. 874.346.929.323
	
	
	
	
	Rp. 874.346.929.323
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat


Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 memuat Program dan Kegiatan yang bersifat pelayanan baik dari Internal maupun exterrnal  bukan melaksanakan kegiatan yang bersumber dari usulan masyarakat serta pemangku kepentingan Badan Pengelolaan  Keuangan dan Pendapatan Daerah. Jadi Badan Badan Pengelolaan  Keuangan dan Pendapatan Daerah Daerah Kabupaten Pasuruan tidak ada usulan Program dan kegiatan dari masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat maupun para pemangku kepentingan.
Tabel. 3.2
Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan        Tahun 2022 Kabupaten Pasuruan

Badan  Badan Pengelolaan  Keuangan dan Pendapatan Daerah Daerah

	No.
	Program/ SubKegiatan
	Lokasi
	Indikator Kinerja
	Besaran/

Volume
	Catatan

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


BAB III 

TUJUAN DAN SASARAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
3.1. Telaah terhadap Kebijakan Nasional dan Prioritas Nasional

Bahwa pembangunan daerah merupakan dasar dalam mendukung tercapainya tujuan nasional. Oleh karena itu pelaksanaan pembangunan di daerah tidak dapat dipisahkan dengan pembangunan di tingkat nasional maupun provinsi.


Dalam upaya mewujudkan Misi Pemerintah Kabupaten Pasuruan adalah “Memperkuat dan memperluas Reformasi Birokrasi yang mendukung tata kelola Pemerintahan dan pelayanan publik yang inovatif, bersih, efektif, akuntabel dan demokratis berbasis pada teknologi informasi”  dengan Tujuan Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif yang selaras dengan Sasaran  Badan Badan Pengelolaan  Keuangan dan Pendapatan Daerah Daerah yaitu Meningkatnya Birokrasi yang bersih dan akuntabel , dengan indikator sasaran opini BPK.

Menurut Peraturan Pemerintah nomor 12 Tahun 2019, Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Tanggung Jawab Keuangan Daerah adalah kewajiban Pemerintah untuk melaksanakan pengelolaan keuangan Daerah secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan akuntabel serta bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
Pengelolaan keuangan daerah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini meliputi:

1. Asas umum pengelolaan keuangan daerah;
2. Pejabat-pejabat yang mengelola keuangan daerah;

3. Struktur APBD;

4. Penyusunan RKPD, KUA, PPAS, dan RKA-SKPD;
5. Penyusunan dan penetapan APBD;
6. Pelaksanaan dan perubahan APBD;

7. Penatausahaan keuangan daerah;

8. Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;

9. Pengendalian defisit dan penggunaan surplus APBD;

10. Pengelolaan kas umum daerah;

11. Pengelolaan piutang daerah;

12. Pengelolaan investasi daerah;

13. Pengelolaan barang milik daerah;

14. Pengelolaan dana cadangan;

15. Pengelolaan utang daerah;

16. Pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah;

17. Penyelesaian kerugian daerah;

18. Pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah;

19. Pengaturan pengelolaan keuangan daerah.

Peraturan Daerah no 8 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan menyebutkan bahwa Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah mempunyai tugas membantu Kepala Daerah menyelenggarakan pembangunan di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset daerah.


Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut di atas, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah mempunyai fungsi:
1. Penyusunan kebijakan teknis di bidang keuangan;

2. Pelaksanaan dukungan teknis dibidang keuangan ;
3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang keuangan;

4. Pembinaan teknis peyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang keuangan;

5. Pelaksanaan administrasi Badan di bidang keuangan;

6. Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( APBD );dan
7. Pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja  Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah


Dalam upaya mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Pasuruan maka tujuan yang hendak dicapai oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah adalah sebagai berikut :
1. Meningkatnya Birokrasi yang bersih dan akuntabel .

Adapun Indikator utama yang hendak dicapai dalam rangka merealisasikan tujuan dimaksud adalah :

1. Laporan Keuangan dengan opini WTP;
2. Nilai Sakip OPD.
3.3. Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2022
I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA, meliputi Kegiatan dan Sub Kegiatan sebagai berikut :
1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;

b. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 

a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN.
c. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
a. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi.
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;

b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
d. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;
e. Fasilitasi Kunjungan Tamu;

f. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
a. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
b. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
c. Pengadaan Mebel;
d. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;

b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;

c. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor;

d. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
7.
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
c. Pemeliharaan Mebel;
d. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
e.
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.
II. PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
1. Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah
a. Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS;  
b.
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan 
PPAS;

c. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD;

d. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD;

e. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD;

f. Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota;

2. Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah 
a. Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah;

b.
Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya;

c. Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD;
d. Penatausahaan Pembiayaan Daerah;

e.
Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya;

f. Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank;

g. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK);

h. Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas;

i.
Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait;

j.
Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan;

k.
Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota.
3.
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan KeuanganDaerah
a. Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran 
KasDaerah;

b.
Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban;
d. Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
e. Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota;

f. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah;

g. Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;

h. Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota;

i. Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah;

j. Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah.
4. Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah
a. Analisis Investasi Pemerintah Daerah;

b. Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan;

c. Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak;

d. Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota.

III. PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
1. Pengelolaan Barang Milik Daerah
a. Penyusunan Standar Harga;

b.
Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah;

c. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah;

d. Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah;

e. Penatausahaan Barang Milik Daerah;

f. Pengamanan Barang Milik Daerah;

g.
Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah;

h.
Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah;

i. Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah;

j.
Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota.

IV. PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
1. Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah
a. Perencanaan pengelolaan pajak daerah;

b. Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan 
Kebijakan Pajak Daerah;

c. Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah;

d. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah;

e. Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah;

f.
Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah;

g. Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);

h. Penetapan Wajib Pajak Daerah;

i. Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah;

j. Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah;

k. Penagihan Pajak Daerah;

l. Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah;

m.Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah;

n. Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah.

Tabel 3.3 

Rumusan Rencana  Program  Dan Kegiatan  Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Tahun 2023 Dan Perkiraan Maju Tahun 2024
Kabupaten Pasuruan 
Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Daerah Kabupaten Pasuruan

Lembar ....... dari ...............

	Kode
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
	Indikator Kinerja Program/Kegiatan
	Rencana Tahun 2023  (Tahun Rencana)
	Catatan Penting
	Prakiraan Maju 
Rencana Tahun
 2024

	
	
	
	Lokasi
	Target Capaian Kinerja
	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	Sumber Dana
	
	Target Capaian Kinerja
	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)

	
	
	
	
	Unsur Penunjang Urusan pemerintahan Keuangan 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	1. Persentase Peningkatan Pendapatan Daerah
	BPKPD
	3%
	5.340.000.000
	APBD
	
	3%
	5.340.000.000

	
	
	
	
	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah
	1. IIKM/SKM  Layanan Pajak Daerah
	BPKPD
	80%
	5.340.000.000
	APBD
	
	80%
	5.340.000.000

	
	
	
	
	
	 2.Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
	BPKPD
	3%
	
	APBD
	
	3%
	

	
	
	
	
	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah
	JUmlah laporan hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah
	BPKPD
	15 laporan
	360.000.000
	APBD
	
	15 laporan
	360.000.000

	
	
	
	
	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah
	Jumlah layanan dan Konsultasi Pajak Daerah
	BPKPD
	4 Layanan
	155.000.000
	APBD
	
	4 Layanan
	155.000.000

	
	
	
	
	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
	Jumlah objek pajak yang di sesuaikan NJOPnya  
	BPKPD
	    7600 bjek Pajak
	1.750.000.000
	APBD
	
	    7600 bjek Pajak
	1.750.000.000

	
	
	
	
	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah
	JUmlah laporan hasil Pengolahan,pemeliharaan dan Pelaporan basis Data Pajak Daerah
	BPKPD
	         53 Laporan
	230.000.000
	APBD
	
	         53 Laporan
	230.000.000

	
	
	
	
	Penetapan Wajib Pajak Daerah
	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah
	BPKPD
	801.123 Dokumen
	525.000.000
	APBD
	
	801.123 Dokumen
	525.000.000

	
	
	
	
	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah
	JUmlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang telah dilakukan penelitian dan Verifikasi
	BPKPD
	54 dokumen
	       630.000.000
	APBD
	
	54 dokumen
	   630.000.000

	
	
	
	
	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah
	jumlah kebijakan pajak daerah
	BPKPD
	2 dokumen dan 12 dokumen kebijakan
	55.000.000
	APBD
	
	2 dokumen dan 12 dokumen kebijakan
	55.000.000

	
	
	
	
	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah
	Jumlah laporan pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak  Daerah
	BPKPD
	8 laporan
	150.000.000
	APBD
	
	8 laporan
	150.000.000

	
	
	
	
	Penagihan Pajak Daerah
	Jumlah Dokumen hasil pelaksanaan Penagihan pajak Daerah
	BPKPD
	8990 Dokumen
	925.000.000
	APBD
	
	8990 Dokumen
	925.000.000

	
	
	
	
	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah
	Jumlah Dokumen hasil penyelesaian keberatan pajak Daerah
	BPKPD
	10 Dokumen
	110.000.000
	APBD
	
	10 Dokumen
	110.000.000

	
	
	
	
	Perencanaan pengelolaan pajak daerah
	Jumlah Dokumen rencana Pengelolaan Pajak Daerah
	BPKPD
	2 Dokumen
	110.000.000
	APBD
	
	2 Dokumen
	110.000.000

	
	
	
	
	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah
	Jumlah laporan hasil Pengolahan,pemeliharaan dan Pelaporan basis Data Pajak Daerah
	BPKPD
	53 Laporan
	310.000.000
	APBD
	
	53 Laporan
	310.000.000

	
	
	
	
	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah
	Jumlah laporan hasil pembinaan dan pengawasan pengelolaan Retribusi Daerah
	BPKPD
	2 laporan
	25.000.000
	APBD
	
	2 laporan
	25.000.000

	
	
	
	
	Pengolahan, pemeliharaan dan pelaporan basis data data pajak daerah
	Jumlah laporan pajak daerah yang terverifikasi 
	BPKPD
	53 Laporan
	230.000.000
	APBD
	
	53 Laporan 
	230.000.000

	
	
	
	
	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah yang sesuai standar
	BPKPD
	86%
	1.391.000.000
	APBD
	
	86%
	1.391.000.000

	
	
	
	
	Pengelolaan barang milik daerah
	Persentase penyusunan Dokumen dan Laporan Barang Milik Daerah yang sesuai standar
	BPKPD
	100%
	1.391.000.000
	     APBD
	
	100%
	1.391.000.000

	
	
	
	
	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah
	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah
	BPKPD
	150 Dokumen
	56.000.000
	APBD
	
	150 Dokumen
	56.000.000

	
	
	
	
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah
	Tersusunnya Laporan Rencana Kebutuhan Pengadaan dan Pemeliharaan BMD.
	BPKPD
	130 Dokumen 
	85.000.000
	APBD
	
	130 Dokumen 
	85.000.000

	
	
	
	
	Pengamanan Barang Milik Daerah
	Jumlah laporan hasil  Pengamanan BMD
	BPKPD
	110 Dokumen
500 Laporan 
	380.000.000
	APBD
	
	110 Dokumen
500 Laporan 
	380.000.000

	
	
	
	
	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah
	Jumlah laporan Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan laporan BMD
	BPKPD
	8 laporan
	45.000.000
	APBD
	
	8 laporan
	45.000.000

	
	
	
	
	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah
	Jumlah laporan BMD yang sesuai ketentuan
	BPKPD
	4 laporan
	85.000.000
	APBD
	
	4 laporan
	85.000.000

	
	
	
	
	Penyusunan Standart Barang Milik Daerah dan standart kebutuhan Barang Milik Daerah 
	Jumlah Dokumen Standart BMD dan kebutuhan BMD
	BPKPD
	1 Dokumen 
	150.000.000
	APBD
	
	1 Dokumen 
	150.000.000

	
	
	
	
	Penyusunan Perencanaan kebutuhan BMD 
	Jumlah Dokumen RKBMD yang tersusun 
	BPKPD
	124 Dokumen 
	45.000.000
	APBD
	
	124 Dokumen 
	45.000.000

	
	
	
	
	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan BMD 
	Jumlah Peraturan Pengelolaan BMD yang di sahkan 
	BPKPD
	2 Peraturan 
	100.000.000
	APBD
	
	2 Peraturan 
	100.000.000

	
	
	
	
	Penatausahaan BMD 
	Jumlah Pelaksanaan Pembinaan Penatausahaan Barang Milik Daerah
	BPKPD
	4 kali 
	230.000.000
	APBD
	
	4 kali 
	230.000.000

	
	
	
	
	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	Persentase Penyusunan APBD dan laporan keuangan tepat waktu sesuai ketentuan
	BPKPD
	100%
	738.232.926.323
	APBD
	
	100%
	738.232.926.323

	
	
	
	
	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah
	Penyelesaian dokumen anggaran daerah tepat waktu
	BPKPD
	100%
	2.100.000.000
	APBD
	
	100%
	2.100.000.000

	
	
	
	
	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS
	Jumlah Dokumen  KUA dan PPAS yang di susun
	BPKPD
	2 Dokumen 
	225.000.000
	APBD
	
	2 Dokumen 
	225.000.000

	
	
	
	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
	Jumlah Dokumen  Perubahan KUA dan PPAS yang di susun
	BPKPD
	2 Dokumen
	250.000.000
	APBD
	
	2 Dokumen
	250.000.000

	
	
	
	
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-OPD
	Jumlah  RKA-SKPD  yang di Verifikasi
	BPKPD
	58 RKA SKPD
	50.000.000
	APBD
	
	58 RKA SKPD
	50.000.000

	
	
	
	
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD
	Jumlah  Perubahan RKA-SKPD  yang di Verifikasi
	BPKPD
	58 RKA SKPD
	50.000.000
	APBD
	
	58 RKA SKPD
	50.000.000

	
	
	
	
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD
	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD tersusun tepat waktu
	BPKPD
	2 dokumen
	1.150.000.000
	APBD
	
	2 dokumen
	1.150.000.000

	
	
	
	
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD
	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Penjabaran APBD tersusun tepat waktu
	BPKPD
	2 dokumen
	300.000.000
	APBD
	
	2 dokumen
	300.000.000

	
	
	
	
	Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota
	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota
	BPKPD
	100 orang
	750.000.000
	APBD
	
	100 orang
	750.000.000

	
	
	
	
	Koordinasi dan Pengelolaan perbendaharaan Daerah 
	IKM/ SKM Layanan Perbendaharaan Daerah
	BPKPD
	80%
	1.315.000.000
	APBD
	
	80%
	1.315.000.000

	
	
	
	
	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan pnngelolaan Kas Daerah
	BPKPD
	24.200 Dokumen
	300.000.000
	APBD
	
	24.200 Dokumen
	300.000.000

	
	
	
	
	Pengeloaan Sisa lebih Perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya 
	Terlaksananya Pengelolaan SILPA
	BPKPD
	2 Kali
	50.000.000
	APBD
	
	2 Kali
	50.000.000

	
	
	
	
	Penyiapan pelaksanaan Pengendalian dan penerbitan Anggaran kas dan SPD 
	Jumlah penerbitan SPD 
	BPKPD
	25.000 SPD
	150.000.000
	APBD
	
	25.000 SPD
	150.000.000

	
	
	
	
	Penatausahaan Pembiayaan Daerah 
	Terlaksananya Penatausahaan Pembiayaan Daerah 
	BPKPD
	4 Kali 
	120.000.000
	APBD
	
	4 Kali 
	120.000.000

	
	
	
	
	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya
	Jumlah Dokumen hasil Koordinasi  Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya
	BPKPD
	50 Dokumen 
	200.000.000
	APBD
	
	50 Dokumen 
	150.000.000

	
	
	
	
	Koordinasi Pelaksanaan kerjasama dan pemantauan transaksi non tunai dengan lembaga keuangan Bank dan lembaga keuangan bukan Bank 
	Terlaksananya Kerjasama dan pemantauan transaksi non tunai dengan lembaga keuangan Bank dan lembaga keuangan bukan Bank
	BPKPD
	2 kali 
	55.000.000
	APBD
	
	2 kali 
	120.000.000

	
	
	
	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)
	Jumlah laporan Realisasi  Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)
	BPKPD
	300 laporan 
	185.000.000
	APBD
	
	300 laporan 
	185.000.000

	
	
	
	
	Kooordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang timbul akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan uanf daerah sebagai optimalisasi Kas 
	Terlaksananya Piutang daerah dan Ansalisis Pembiayaan 
	BPKPD
	4 Kali 
	50.000.000
	APBD
	
	4 Kali 
	50.000.000

	
	
	
	
	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait
	Terlaksananya Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait
	BPKPD
	268 Dokumen
	75.000.000
	APBD
	
	268 Dokumen
	75.000.000

	
	
	
	
	Penyusunan Petunjuk tekhnik Adiministrasi Keuangan yang berkaitan dengan Penerimaan dan pengeluaran kas serta Penatausaahaan dan Pertanggungjawaban Sub kegiatan 
	Jumlah Petunjuk tekhnik Adiministrasi Keuangan yang berkaitan dengan Penerimaan dan pengeluaran kas serta Penatausaahaan dan Pertanggungjawaban Sub kegiatan
	BPKPD
	1 Dokumen 
	50.000.000
	APBD
	
	1 Dokumen 
	50.000.000

	
	
	
	
	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota
	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota
	BPKPD
	2 Kali 
	80.000.000
	APBD
	
	2 Kali 
	80.000.000

	
	
	
	
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
	Persentase Laporan Keuangan disusun tepat waktu dan sesuai standar
	BPKPD
	100%
	805.000.000
	APBD
	
	100%
	805.000.000

	
	
	
	
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
	Jumlah dokumen hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah
	BPKPD
	4 Dokumen
	135.000.000
	APBD
	
	4 Dokumen
	135.000.000

	
	
	
	
	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban
	Jumlah Dokumen hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban
	BPKPD
	4 Dokumen
	40.000.000
	APBD
	
	4 Dokumen
	40.000.000

	
	
	
	
	Konsolidasi Laporan Keuangan OPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
	Jumlah laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
	BPKPD
	7 laporan
	175.000.000
	APBD
	
	7 laporan
	175.000.000

	
	
	
	
	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota
	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota
	BPKPD
	4 Dokumen
	160.000.000
	APBD
	
	4 Dokumen
	160.000.000

	
	
	
	
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah
	Jumlah dokumen hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah
	BPKPD
	4 Kali
	45.000.000
	APBD
	
	4 Kali
	45.000.000

	
	
	
	
	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah
	Jumlah Dokumen Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
	BPKPD
	1 Dokumen
	75.000.000
	APBD
	
	1 Dokumen
	75.000.000

	
	
	
	
	Penyusunan Analisis laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
	Jumlah Analisis laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
	BPKPD
	1 Dokumen
	50.000.000
	APBD
	
	1 Dokumen
	50.000.000

	
	
	
	
	Penyusunan Analisis laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 
	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota
	BPKPD
	1 Dokumen
	50.000.000
	APBD
	
	1 Dokumen
	50.000.000

	
	
	
	
	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah
	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah
	BPKPD
	1 Dokumen
	75.000.000
	APBD
	
	1 Dokumen
	75.000.000

	
	
	
	
	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota
	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota
	BPKPD
	67 Orang
	50.000.000
	APBD
	
	67 Orang
	50.000.000

	
	
	
	
	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah
	Persentase pelaksanaan penunjang urusan kewnangan pengelolaan keuangan daerah
	BPKPD
	100%
	734.012.926.323
	APBD
	
	100%
	734.012.926.32

	
	
	
	
	Analisis Investasi Pemerintah Daerah
	Jumlah laporan hasil  Analisis Investasi Pemerintah Daerah
	BPKPD
	2 laporan
	250.000.000
	APBD
	
	2 laporan
	250.000.000

	
	
	
	
	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
	
	BPKPD
	7 laporan 
	650.555.450.000
	APBD
	
	7 laporan 
	650.555.450.000

	
	
	
	
	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak
	
	BPKPD
	10 Dokumen
	35.000.000.000
	APBD
	
	10 Dokumen
	35.000.000.000

	
	
	
	
	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota
	Jumlah laporan hasil analis Perencanaan dan penyaluran Bantuan keuangan
	BPKPD
	2 laporan 
	48.207.474.323
	APBD
	
	2 laporan 
	48.207.474.323

	
	
	
	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	Persentase Pemenuhan kebutuhan Penunjang urusan Pemerintahan
	BPKPD
	100%
	129.383.000.000
	APBD
	
	100%
	129.383.000.000

	
	
	
	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	Persentase penyelesaian dokumen Perencanaan BKD yang selaras  dengan RPJMD
	BPKPD
	100%
	55.000.000
	APBD
	
	100%
	55.000.000

	
	
	
	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
	BPKPD
	7 Dokumen
	30.000.000
	APBD
	
	7 Dokumen
	30.000.000

	
	
	
	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	Jumlah laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	BPKPD
	5 Dokumen
	25.000.000
	APBD
	
	5 Dokumen
	25.000.000

	
	
	
	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian BKD
	BPKPD
	100%
	60.000.000
	APBD
	
	100%
	60.000.000

	
	
	
	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
	Jumlah Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan
	BPKPD
	10 orang
	60.000.000
	APBD
	
	10 orang
	60.000.000

	
	
	
	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah
	Persentase terpenuhinya sarana dan prasarana umum
	BPKPD
	100%
	570.000.000
	APBD
	
	100%
	570.000.000

	
	
	
	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
	Jumlah paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
	BPKPD
	20 paket
	30.000.000
	APBD
	
	20 paket
	30.000.000

	
	
	
	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan  Kantor yang di sediakan
	BPKPD
	18 paket
	25.000.000
	APBD
	
	18 paket
	25.000.000

	
	
	
	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang di sediakan
	BPKPD
	150 paket
	30.000.000
	APBD
	
	150 paket
	30.000.000

	
	
	
	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
	Jumlah Paket bahan Logistik Kantor yang di sediakan
	BPKPD
	300 Paket
	30.000.000
	APBD
	
	300 Paket
	30.000.000

	
	
	
	
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang di sediakan
	BPKPD
	10 Paket
	45.000.000
	APBD
	
	10 Paket
	45.000.000

	
	
	
	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi OPD
	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
	BPKPD
	80 laporan
	250.000.000
	APBD
	
	80 laporan
	250.000.000

	
	
	
	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu
	Jumlah laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu
	BPKPD
	25 laporan
	60.000.000
	APBD
	
	25 laporan
	60.000.000

	
	
	
	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
	Persentase pembayaran gaji ASN
	BPKPD
	100%
	127.260.000.000
	APBD
	
	100%
	127.260.000.000

	
	
	
	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN
	BPKPD
	150 orng/bln
	125.505.000.000
	APBD
	
	150 orng/bln
	125.505.000.000

	
	
	
	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
	Jumlah dokumen Hasil penyediaan  Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
	BPKPD
	24 Dokumen
	1.745.000.000
	APBD
	
	24 Dokumen
	1.745.000.000

	
	
	
	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
	Jumlah DOkumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
	BPKPD
	10,000 Dokumen
	10.000.000
	APBD
	
	10,000 Dokumen
	10.000.000

	
	
	
	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
	Persentase Pelaksanaan Pengadaan BMD sesuai rencana
	BPKPD
	100%
	810.000.000
	APBD
	
	100%
	810.000.000

	
	
	
	
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
	Jumlah unit Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan yang di sediakan
	BPKPD
	2 unit
	500.000.000
	APBD
	
	2 unit
	500.000.000

	
	
	
	
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
	Jumlah unit Kendaraan Perorangan Dinas atau lapangan  yang di sediakan
	BPKPD
	1 unit
	40.000.000
	APBD
	
	1 unit
	40.000.000

	
	
	
	
	Pengadaan Mebel
	Jumlah Paket mebel yang di sediakan
	BPKPD
	10 Paket
	30.000.000
	APBD
	
	10 Paket
	30.000.000

	
	
	
	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah
	BPKPD
	100%
	323.000.000
	APBD
	
	100%
	323.000.000

	
	
	
	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
	Jumlah laporan Penyediaan surat menyurat
	BPKPD
	100 pucuk
	5.000.000
	APBD
	
	100 pucuk
	5.000.000

	
	
	
	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
	BPKPD
	20 rek/bln
	250.000.000
	APBD
	
	20 rek/bln
	250.000.000

	
	
	
	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan Perlengkapan Kantor
	BPKPD
	18  laporan
	28.000.000
	APBD
	
	18  laporan
	28.000.000

	
	
	
	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
	Jumlah laporan penyediaan jasa Pelayanan umum Kantor yang di sediakan
	BPKPD
	10 laporan
	40.000.000
	APBD
	
	10 laporan
	40.000.000

	
	
	
	
	Pemeliharaan BMD Penunjang urusan pemerintahan Daerah 
	Persentase pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah
	BPKPD
	100%
	795.000.000
	APBD
	
	100%
	795.000.000

	
	
	
	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
	Jumlah Kendaraan Dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya
	BPKPD
	20 unit
	300.000.000
	APBD
	
	20 unit
	300.000.000

	
	
	
	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
	Jumlah Kendaraan Dinas operasional atau lapangan yang dipelihara atau dibayarkan pajak dan perijinannya
	BPKPD
	2 unit
	300.000.000
	APBD
	
	2 unit
	300.000.000

	
	
	
	
	Pemeliharaan Mebel
	Jumlah Mebel yang dipelihara
	BPKPD
	10 unit
	25.000.000
	APBD
	
	10 unit
	25.000.000

	
	
	
	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
	Jumlah Peralatan dan mesin Lainnya yang dipelihara
	BPKPD
	30 unit
	70.000.000
	APBD
	
	30 unit
	70.000.000

	
	
	
	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhab
	BPKPD
	2 Kali
	200.000.000
	APBD
	
	2 Kali
	200.000.000

	
	
	
	
	
	
	
	
	Rp. 874.346.929.323
	
	
	
	Rp. 874.346.929.323

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


BAB IV 

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
Program  adalah  penjabaran  kebijakan  perangkat  daerah  dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan  tugas  dan  fungsi, sedangkan  program  pembangunan  daerah adalah  program  strategis  daerah  yang  dilaksanakan  oleh  Perangkat Daerah  sebagai  instrumen  arah  kebijakan  untuk  mencapai  sasaran RPJMD.  Sedangkan  kegiatan  yang  selanjutnya  disebut  kegiatan perangkat  daerah  adalah  serangkaian  aktivitas  pembangunan  yang dilaksanakan  oleh  perangkat  daerah  untuk  menghasilkan  keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program.   

Rencana  program  dan  kegiatan  prioritas  Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Tahun 2023 berisi program dan kegiatan, baik untuk  mencapai  secara  langsung  sasaran  pembangunan  untuk mewujudkan  visi  dan  misi  pembangunan  jangka  menengah  maupun untuk  penyelenggaraan  pemerintahan  daerah  sesuai  kewenangan Pemerintah Daerah.  Pagu  indikatif  sebagai  wujud  kebutuhan  pendanaan  adalah jumlah  dana  yang  tersedia  untuk  penyusunan  program  dan  kegiatan tahunan. Program dan kegiatan prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan (pagu indikatif) selanjutnya dijadikan acuan bagi perangkat daerah dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD). 
Rencana kerja berupa program dan kegiatan pembangunan seluruh perangkat daerah sebagai instrumen pelaksana dari program perangkat daerah  Tahun  2022  dan  prakiraan  maju  Tahun  2023  
BAB V

P E N U T U P
1. Dokumen Rencana Kerja (RENJA) BPKPD  ini didalamnya dirumuskan program, kegiatan, sub kegiatan, indicator kinerja dan pagu indikatif BPKPD berdasarkan program, kegiatan subkegiatan dan pagu indikatif yang ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah tentang RKPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2023. Didasarkan pada analisa gambaran pelayanan kinerja Perangkat Daerah; dan hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu, termasuk analisa terkait kebutuhan dan ketersediaan anggaran melalui mekanisme penentuan prioritas daerah, dan prioritas perangkat daerah.

2. Selanjutnya setelah Dokumen RENJA BPKPD  ditetapkan, menjadi pedoman BPKPD dalam menyusun RKA (Rincian Kerja dan Anggaran) BPKPD:
a. Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Perangkat Daerah. Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala Perangkat Daerah mengambil langkah-langkah penyempurnaan agar penyusunan RKA Perangkat Daerah sesuai dengan Renja Perangkat Daerah. Kepala Perangkat Daerah menyampaikan laporan hasil pemantauan dan supervisi kepada bupati melalui kepala BAPPEDA (Pasal 291 dan Pasal 292 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017).
b. Hasil pemantauan dan supervisi, digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa program-kegiatan-subkegiatan, lokasi, dana indikatif dan indikator kinerja serta kelompok sasarannya disusun dalam RKA sesuai dengan RENJA BPKPD.
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